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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA

Oleh

DINDA CHAIRUNNISSA ABDULLAH

Pembangunan ekonomi inklusif menjadi perhatian penting dalam upaya
mewujudkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan
berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja
pemerintah fungsi pendidikan, belanja pemerintah fungsi kesehatan, belanja
pemerintah fungsi ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama
periode 2018-2023. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel
dengan model Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih sebagai model terbaik
berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
belanja pemerintah fungsi pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka
berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif, sementara
belanja pemerintah fungsi kesehatan dan belanja pemerintah fungsi ekonomi
berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Secara
simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
pembangunan ekonomi inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan
kualitas sumber daya manusia, perluasan akses terhadap peluang ekonomi, dan
penurunan pengangguran merupakan kunci utama dalam mendorong pembangunan
ekonomi yang lebih inklusif di Sumatera.

Kata Kunci: Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja Pemerintah
Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, Tingkat
Pengangguran Terbuka, Pembangunan Ekonomi Inklusif



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING AND OPEN
UNEMPLOYMENT RATES ON INCLUSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT
IN SUMATRA ISLAND

By

DINDA CHAIRUNNISSA ABDULLAH

Inclusive economic development is an important concern in efforts to achieve
growth that is not only high, but also equitable and fair. This study aims to analyze
the impact of government spending on education, health, and economic functions,
as well as the Open Unemployment Rate (TPT), on the inclusive economic
development of provinces in Sumatra during the period 2018—-2023. The method
used is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) selected
as the best model based on the Chow test and the Hausman test. The results of the
study indicate that government spending on education and the open unemployment
rate have a significant negative impact on the inclusive economic development,
while government spending on health and government spending on the economy
have a significant positive impact on the inclusive economic development.
Simultaneously, all independent variables significantly influence the inclusive
economic development. These findings suggest that improving human capital
quality, expanding access to economic opportunities, and reducing unemployment
are key factors in promoting more inclusive economic development in Sumatra.

Keywords: Government Spending on Education Function, Government Spending
on Health Function, Government Spending on Economy Function, Open
Unemployment Rate, Inclusive Economic Development
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian kini tak lagi hanya diukur
melalui tingginya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari sejauh mana hasil
pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan
masyarakat (Ali & Zhuang, 2007). Sejalan dengan pandangan tersebut, Arkum &
Amar (2022) menyatakan bahwa pembangunan di suatu negara dikatakan berhasil
apabila disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten, perbaikan
kualitas sumber daya manusia, serta berkurangnya tingkat kemiskinan dan
pengangguran. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan peningkatan output dan
pendapatan nasional yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Namun,
pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan, karena

manfaatnya bisa terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

Dalam penelitiannya, Ali & Zhuang (2007) juga menekankan bahwa salah satu
permasalahan paling mendesak di negara berkembang Asia saat ini adalah
meningkatnya ketimpangan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa manfaat dari
pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum terbagi secara adil. Oleh karena itu,
pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi pendekatan strategis baru dalam
pembangunan, karena pertumbuhan yang tinggi saja tidak menjamin tercapainya

keadilan sosial maupun keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Menurut lanchovichina & Lundstrom (2009), pertumbuhan inklusif adalah
pertumbuhan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan besarnya
ekonomi, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk
berpartisipasi dalam investasi dan memperoleh pekerjaan yang layak serta
produktif. Inklusivitas sendiri merupakan konsep yang mencakup keadilan,
kesetaraan kesempatan, serta perlindungan terhadap masyarakat ketika menghadapi
perubahan di pasar dan dunia kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan yang baik tidak

hanya tercermin dari peningkatan angka ekonomi, melainkan juga berdasarkan



sejauh mana masyarakat luas dapat ikut serta dan merasakan manfaat dari proses

pembangunan itu sendiri.

Pembangunan ekonomi dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan
meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat melalui
pertumbuhan ekonomi jangka panjang, perubahan struktural, serta perbaikan
kualitas hidup. Namun, hasil pembangunan tidak selalu tersebar merata. Sejalan
dengan arah pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, konsep
pembangunan ekonomi inklusif hadir sebagai pendalaman dari pembangunan
ekonomi, dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
pengurangan  kesenjangan, serta pemerataan pembangunan. Bappenas
mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pembangunan yang
mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan
masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi
kesenjangan antar kelompok dan antarwilayah. Untuk mendukung pengukuran
keberhasilan pembangunan yang lebih komprehensif, pemerintah melalui Bappenas

mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

IPEI merupakan alat ukur alternatif yang tidak sebatas mengukur laju pertumbuhan
ekonomi, namun turut memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan serta
perluasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, sehingga mencerminkan
tingkat pembangunan ekonomi yang inklusif secara menyeluruh. IPEI mengukur
inklusivitas pembangunan melalui tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan
kesempatan. Pilar-pilar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam delapan sub-
pilar dan 21 indikator yang mencakup berbagai aspek sosial ekonomi. Menurut
kategorisasi Bappenas, IPEI dibagi ke dalam tiga tingkat, yakni nilai 1-3
dikategorikan sebagai “tidak memuaskan,” nilai 4-7 dikategorikan sebagai
“memuaskan,” dan nilai 8-10 dikategorikan sebagai ‘“sangat memuaskan”.
Bappenas secara resmi meluncurkan IPEI pada tahun 2018, dan sejak saat itu
digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat

inklusivitas pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.



Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh BPS (2024),
Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar
57,05 persen terhadap PDB nasional. Di posisi kedua, Pulau Sumatera memberikan
sumbangan sebesar 22,01 persen, sedangkan sisanya sebesar 20,94 persen berasal

dari gabungan wilayah lain di Indonesia.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pulau Jawa merupakan
wilayah dengan tingkat pembangunan paling maju di Indonesia. Sebagian besar
aktivitas ekonomi nasional terpusat di pulau ini. Keunggulan Jawa didukung oleh
ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda yang
berpendidikan, pasar domestik yang luas dan berkembang pesat, serta infrastruktur

yang relatif lengkap.

Berbeda dengan Jawa yang menjadi kontributor terbesar dan memiliki
pembangunan yang lebih maju, Pulau Sumatera masih menghadapi berbagai
tantangan pembangunan. Meskipun berperan sebagai penyumbang terbesar kedua
terhadap PDB nasional, wilayah ini masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan
dan ketimpangan yang cukup tinggi di sejumlah provinsi. Kemudian, menurut
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2025), Pulau Sumatera masih
menghadapi ketidakmerataan akses dan kualitas pelayanan dasar, terutama pada
fasilitas serta tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan
terluar (3T). Selain itu, kapasitas dan mutu infrastruktur di wilayah ini juga masih
terbatas, khususnya terkait konektivitas antarwilayah, infrastruktur ekonomi,

maupun infrastruktur dasar lainnya.

Sementara itu, pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
juga menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemiskinan yang
cukup tinggi, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional relatif lebih
kecil dibandingkan Sumatera. Oleh karena itu, Pulau Sumatera dipandang sebagai
lokasi penelitian yang strategis, karena selain memiliki peran signifikan dalam
perekonomian nasional, kawasan ini juga merefleksikan tantangan nyata

pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif.

Untuk melihat lebih jelas kondisi pembangunan di tingkat provinsi, berikut

disajikan data pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, gini ratio, dan



Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) provinsi-provinsi di Pulau Sumatera

tahun 2023.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio,
dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di

Pulau Sumatera Tahun 2023

Persentase
Wilayah PE (%) Penduduk Gini Ratio IPEI

Miskin (%)
Aceh 4,23 14,45 0,296 6,02
Sumatera Utara 5,01 8,15 0,309 6,67
Sumatera Barat 4,62 5,95 0,280 6,45
Riau 4,21 6,68 0,324 6,46
Jambi 4,67 7,58 0,343 6,03
Sumatera Selatan 5,08 11,78 0,338 6,31
Bengkulu 4,28 14,04 0,333 6,19
Lampung 4,55 11,11 0,324 6,24
Bangka Belitung 4,38 4,52 0,245 7,00
Kepulauan Riau 5,16 5,69 0,340 6,95
Nasional 5,06 9,36 0,388 6,17

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas 2025, diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1, provinsi-provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yaitu berkisar antara 4% hingga 5%.
Sejalan dengan itu, nilai IPEI di sebagian besar provinsi juga berada di atas rata-
rata nasional (6,17), kecuali Aceh (6,02) dan Jambi (6,03). Secara keseluruhan,
capaian IPEI provinsi-provinsi di Sumatera berada pada kisaran 6,02 hingga 7,00,
yang termasuk dalam kategori 'memuaskan’. Namun, tidak semua daerah mampu
mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini tercermin dari adanya
kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pencapaian indikator
kesejahteraan, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio),

serta variasi capaian IPEI antarprovinsi.

Provinsi Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23%, namun memiliki
persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera, yaitu 14,45%. Meskipun Gini
Ratio-nya tergolong rendah (0,296) dan menjadi terendah ketiga di Sumatera, tetapi
nilai IPEI-nya merupakan yang paling rendah, yakni 6,02. Kondisi ini



mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh belum disertai dengan
pemerataan hasil dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dengan kata
lain, pembangunan di provinsi ini belum bersifat inklusif dan belum menjangkau

seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Demikian pula, Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,08%, namun masih disertai tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yaitu
11,78%. Provinsi ini juga memiliki ketimpangan pendapatan terbesar kedua di
Sumatera (0,338) dan nilai IPEI sebesar 6,31. Sementara itu, Provinsi Bengkulu
mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28%, dengan persentase penduduk
miskin sebesar 14,04%, Gini Ratio sebesar 0,333, dan nilai IPEI yang relatif rendah,
yaitu 6,19. Ketiga provinsi tersebut merupakan contoh nyata bahwa pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis mencerminkan pembangunan ekonomi
yang inklusif, terutama jika tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan,
pemerataan pendapatan, dan perluasan akses masyarakat terhadap peluang

ekonomi.

Fenomena ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan capaian kesejahteraan
ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi di Sumatera
belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih
mendalam terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat inklusivitas

pembangunan di setiap wilayah.

Secara teoritis, peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi
inklusif dijelaskan melalui teori Keynesian dan teori pertumbuhan endogen.
Menurut Keynes (1936), pemerintah memiliki peran aktif yang tidak sepenuhnya
dapat digantikan oleh mekanisme pasar, terutama dalam penyediaan barang dan
jasa publik. Intervensi fiskal melalui belanja infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, menciptakan lapangan

kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Sejalan dengan pandangan tersebut, teori pertumbuhan endogen yang
dikembangkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) menekankan bahwa
pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal fisik,

tetapi juga oleh akumulasi pengetahuan dan modal manusia. Investasi pada sektor



pendidikan, teknologi, dan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam
meningkatkan produktivitas dan inovasi daerah. Dalam konteks ini, pemerintah
memiliki peran penting dalam menyediakan barang publik melalui alokasi
pengeluaran pemerintah, di mana sektor pendidikan dan kesehatan menjadi
prioritas utama karena merupakan fondasi dalam pembangunan kualitas sumber
daya manusia (Ananta et al., 2023). Dengan demikian, belanja pemerintah
merupakan instrumen penting dalam menciptakan fondasi bagi pembangunan

ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.

Salah satu bentuk konkret dari intervensi pemerintah untuk menciptakan
pembangunan yang inklusif adalah melalui belanja pada sektor pendidikan. Dalam
kerangka teori pertumbuhan endogen, pendidikan merupakan investasi jangka
panjang yang strategis karena berkontribusi terhadap peningkatan mutu sumber

daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta kapasitas inovasi suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, dikatakan bahwa belanja
fungsi pendidikan adalah belanja yang diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber
daya manusia di berbagai bidang dengan berlandaskan akhlak mulia, sebagai upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan penelitian Patel & Annapoorna (2019), bahwa investasi publik di
bidang pendidikan membantu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan hasil
pendidikan yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kemudian
Edison & Andriansyah (2023) yang menyebutkan bahwa alokasi belanja
pemerintah daerah untuk pendidikan memiliki peran krusial dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial. Investasi
dalam pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi landasan vital untuk
menciptakan kesempatan yang setara, mengurangi ketimpangan, dan mendukung

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sampai saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai program intervensi, seperti
pemberian beasiswa dan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu dan
berprestasi sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan
(Andi, 2024). Program-program tersebut tidak hanya membuka akses terhadap

pendidikan yang layak, tetapi juga menjadi alat untuk pemerataan kesempatan



ekonomi dan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dengan
menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten, pendidikan memperbesar
peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, yang

pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.
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Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025, diolah.
Gambar 1. 1 Rata-rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan

Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023

Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata persentase belanja pemerintah pada fungsi
pendidikan di 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018-2023. Dari
gambar tersebut, terlihat bahwa Provinsi Sumatera Barat mencatat alokasi tertinggi,
dengan rata-rata mencapai 43,48%. Diikuti oleh Sumatera Utara (38,06%) dan
Lampung (34,62%). Sementara itu, Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi

dengan alokasi terendah, yaitu hanya sebesar 27,01%.

Daerah yang membelanjakan anggaran pendidikannya lebih besar cenderung akan
lebih siap meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung
pertumbuhan modal manusia. Sejalan dengan penelitian Mandey et al. (2022)
bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan merupakan wujud dari
investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal
tersebut karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang

menentukan pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa.



Namun, tingginya alokasi anggaran pendidikan tidak serta-merta menjamin capaian
pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, Provinsi Aceh memiliki rata-
rata belanja pendidikan sebesar 29,25%, namun tetap menjadi provinsi dengan
tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera (14,45%) dan nilai IPEI terendah (6,02)
pada tahun 2023. Kemudian hal serupa terjadi di Provinsi Bengkulu yang mencatat
alokasi belanja pendidikan sebesar 33,26%, tetapi tetap menghadapi angka
kemiskinan yang tinggi (14,04%) dan IPEI yang tergolong rendah (6,19). Hal ini
menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum tentu sejalan dengan
hasil pembangunan yang inklusif apabila pelaksanaan programnya tidak berjalan

secara efektif dan tepat sasaran.

Selain pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan juga berperan vital dalam
mendukung pembentukan modal manusia (Becker, 1993). Hal tersebut dikarenakan
kesehatan merupakan fondasi utama produktivitas kerja, karena kesehatan fisik dan
mental yang baik membuat individu lebih produktif, berpenghasilan tinggi, dan
mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Selain itu,
tingkat kesehatan yang baik juga dapat menurunkan kemiskinan karena
memungkinkan seseorang untuk bekerja secara optimal dan memperoleh
penghasilan yang layak (Rukmana et al., 2023). Dengan demikian, investasi pada
sektor kesehatan menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk sumber daya
manusia yang kuat dan produktif. Peningkatan kualitas layanan kesehatan,
ketersediaan fasilitas medis, dan program-program kesehatan masyarakat
merupakan bentuk nyata dari peran negara dalam membangun modal manusia

secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, teori pertumbuhan endogen menempatkan modal manusia
sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang
(Lucas, 1988; Romer, 1990). Dalam konteks ini, pembangunan sektor kesehatan
tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai
strategi pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan

kualitas tenaga kerja.

Secara normatif, peran strategis belanja sektor kesehatan ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa belanja fungsi



kesehatan adalah belanja yang ditujukan untuk menjaga serta meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat. Artinya, anggaran di sektor ini bukan sekadar
pengeluaran rutin, melainkan juga instrumen pembangunan manusia yang

berkelanjutan.

Lebih lanjut, belanja pemerintah yang lebih besar di sektor kesehatan dapat
mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Sebagaimana yang dikatakan oleh
Mandey et al., (2022) bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan,
khususnya melalui pembangunan fasilitas kesehatan, merupakan bentuk investasi
strategis pada sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan, produktivitas, serta pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan
pandangan Musgrave & Musgrave (1989) bahwa pengeluaran publik di sektor
sosial, seperti kesehatan, merupakan instrumen penting dalam mencapai distribusi

kesejahteraan yang lebih merata.
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Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025, diolah.
Gambar 1. 2 Rata-rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan

Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023

Gambar 1.2 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam
alokasi belanja pemerintah daerah untuk fungsi kesehatan di 10 provinsi di Pulau
Sumatera selama periode 2018—2023. Provinsi Aceh tercatat sebagai daerah dengan

rata-rata belanja fungsi kesehatan tertinggi, yaitu sebesar 15,89% dari total
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anggaran. Sebaliknya, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan menempati posisi
terendah, masing-masing hanya sekitar 5,31% dan 5,87%. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kedua provinsi tersebut belum mencapai batas minimal alokasi anggaran
kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171. Ketimpangan alokasi belanja
kesehatan antarprovinsi ini berpotensi menciptakan perbedaan dalam dalam akses
serta mutu pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut pada
gilirannya dapat memengaruhi pencapaian pembangunan manusia dan mendorong
atau menghambat terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, mengingat
kesehatan adalah unsur kunci dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas

penduduk.

Namun, tingginya alokasi anggaran tidak selalu menjamin hasil yang optimal.
Efektivitas belanja sangat bergantung pada kualitas pemanfaatan dan implementasi
program. Dalam jangka panjang, belanja fungsi kesehatan perlu difokuskan pada
peningkatan kapasitas tenaga medis dan perbaikan fasilitas layanan. Safitri et al.,
(2021) menegaskan bahwa agar belanja kesehatan efektif mendorong pembangunan
inklusif, anggaran harus digunakan secara tepat sasaran melalui program strategis
seperti pelatihan tenaga kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penyesuaian
target penerima manfaat. Pelayanan yang lebih baik akan memperluas akses
masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat

pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, belanja pemerintah fungsi ekonomi juga
memegang peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.
Belanja fungsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung aktivitas
ekonomi produktif dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa belanja fungsi
ekonomi merupakan belanja yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan termasuk
pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,
ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahan bakar dan

energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi
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dan informatika. Melalui belanja fungsi ekonomi, pemerintah tidak hanya
menstimulasi pertumbuhan, tetapi juga memperluas akses terhadap peluang

ekonomi yang menjadi fondasi pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Menurut Sary & Anggraini (2024), salah satu bentuk konkret dari belanja fungsi
ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan
langsung maupun dalam jangka panjang oleh masyarakat. Infrastruktur juga
berperan dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan efek ekonomi berganda
(multiplier effect) yang memperkuat sirkulasi ekonomi di daerah. Selain itu, belanja
ekonomi juga berkaitan erat dengan pemberdayaan UMKM yang memiliki dampak

pada pemerataan ekonomi dan pencapaian pembangunan inklusif.
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Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025, diolah.
Gambar 1. 3 Rata-rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi

Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023

Gambar 1.3 menunjukkan rata-rata persentase belanja pemerintah pada fungsi
ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018-2023.
Terlihat bahwa Provinsi Jambi mengalokasikan porsi tertinggi, yaitu sebesar
13,32% dari total belanja daerah. Diikuti oleh Sumatera Barat (12,97%), Kepulauan
Bangka Belitung (11,94%), dan Aceh (11,70%). Sementara itu, Sumatera Utara dan
Riau tercatat sebagai provinsi dengan alokasi terendah, masing-masing hanya

sebesar 8,50%.
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Perbedaan alokasi belanja fungsi ekonomi di antara provinsi-provinsi di Sumatera
berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pencapaian pembangunan ekonomi
yang inklusif. Provinsi yang mengalokasikan belanja lebih besar pada fungsi
ekonomi cenderung memiliki peluang lebih besar dalam memperkuat infrastruktur
ekonomi, mendorong investasi daerah, serta memperluas kesempatan kerja dan
pendapatan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya alokasi belanja fungsi ekonomi di
beberapa provinsi dapat menghambat optimalisasi potensi daerah dan
memperlambat peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di wilayah-wilayah

dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Purnomoratih & Ramadhani (2023) dalam
penelitiannya di Kalimantan Selatan, mengatakan bahwa belanja fungsi ekonomi
yang didominasi oleh pembentukan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan ekonomi, seperti infrastruktur konektivitas dan
pengembangan kawasan produksi, terbukti mampu memberikan penguatan
terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini menujukkan bahwa belanja
fungsi ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi yang menjadi fondasi penting

bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain dipengaruhi oleh peran belanja pemerintah, pencapaian pembangunan
ekonomi yang inklusif juga sangat bergantung pada kondisi ketenagakerjaan,
khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT mencerminkan persentase
angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya,
sehingga menjadi indikator penting dalam menilai akses nyata masyarakat terhadap
peluang ekonomi. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang terjadi belum efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang pada
gilirannya berdampak pada rendahnya produktivitas dan meningkatnya

ketimpangan pendapatan.

Hal tersebut diperkuat oleh temuan Putri & Anggraini (2024), yang menemukan
bahwa peningkatan tingkat pengangguran secara signifikan berkontribusi terhadap
memburuknya ketimpangan pendapatan. Tingginya jumlah pengangguran

menyebabkan semakin banyak individu dan rumah tangga yang hidup di bawah
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garis kemiskinan, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok
berpendapatan tinggi dan rendah. Temuan ini relevan dengan dimensi
pembangunan ekonomi inklusif, khususnya pada pilar kedua, yaitu pemerataan
pendapatan dan pengurangan kemiskinan, di mana penciptaan lapangan kerja
menjadi salah satu indikator kunci dalam mendorong pertumbuhan yang lebih adil

dan merata.

Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Tahun 2018-2023

Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Provinsi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata
Acch 634 617 659 630 617 603 627
Sumatera Utara 5,55 539 691 633 6,16 589 6,04
Sumatera Barat 5,66 538 6,88 6,52 6,28 594 6,11
Riau 508 576 632 442 437 423 518
Jambi 373 406 513 509 459 453 452
Sumatera Selatan 427 453 551 498 4,63 411 4,67
Bengkulu 335 326 407 3.65 359 342  3.56
Lampung 404 403 467 469 452 423 436
g:ﬁ;ﬂi‘;‘n Bangka 361 358 525 5.03 477 456 447
Kepulauan Riau 804 750 1034 991 823 680 847

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah.

Tabel 1.2 memperlihatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rata-rata TPT
periode 2018-2023 provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Secara umum, seluruh
provinsi di kawasan ini mengalami lonjakan TPT yang cukup tinggi pada tahun
2020 akibat pandemi COVID-19. Dampak terbesar terjadi di Kepulauan Riau, yang
mencatat kenaikan TPT sebesar 2,84 poin persentase dibandingkan tahun 2019, dari
7,50% menjadi 10,34%. Kenaikan tersebut menyebabkan rata-rata TPT provinsi ini
selama periode 2018-2023 menjadi sangat tinggi, yakni sebesar 8,47%, tertinggi di
antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, TPT di Kepulauan
Riau menunjukkan tren penurunan pascapandemi, dengan angka pada tahun 2023

tercatat sebesar 6,80%.

Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata TPT terendah selama periode tersebut adalah

Bengkulu, yaitu sebesar 3,56%. TPT di Bengkulu juga menunjukkan tren yang
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relatif stabil, dengan angka tahun 2023 tercatat sebesar 3,42%, sedikit lebih rendah
dari rata-ratanya. Secara umum, sejak tahun 2021 hingga 2023, sebagian besar
provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan TPT secara bertahap, yang

mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan pascapandemi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, penurunan TPT seharusnya
menjadi sinyal meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi,
terutama kelompok wusia produktif dan rentan. Partisipasi ini tidak hanya
meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat basis konsumsi
dan produksi yang lebih merata. Selain itu, rendahnya TPT membuka peluang
mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, khususnya di daerah

dengan akses ekonomi terbatas.

Keterkaitan ini sejalan dengan temuan Ulya et al., (2025) yang menunjukkan bahwa
kenaikan angka pengangguran sangat berkorelasi dengan meningkatnya angka
kemiskinan. Ketika semakin banyak individu tidak memiliki pekerjaan, maka
semakin besar pula kemungkinan mereka tidak memiliki pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, TPT bukan sekadar indikator
ketenagakerjaan, melainkan refleksi dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi

dapat memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dengan demikian, menurunkan TPT secara berkelanjutan merupakan prasyarat
penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif di tingkat
provinsi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, keberhasilan
pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi
juga dari kemampuannya menciptakan kesempatan kerja yang adil, layak, dan

menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pulau Sumatera
memiliki kontribusi ekonomi yang besar secara nasional, pencapaian pembangunan
ekonomi inklusif masih menjadi tantangan serius di berbagai provinsi.
Ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dengan capaian kesejahteraan
masyarakat terlihat dari tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan
pengangguran di beberapa daerah, meskipun belanja pemerintah di sektor strategis

seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah dikeluarkan dalam jumlah yang
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besar. Hal ini menegaskan pentingnya mengkaji efektivitas dan arah alokasi
anggaran publik, serta bagaimana kondisi ketenagakerjaan turut memengaruhi

pembangunan ekonomi inklusif.

Berbagai penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi
inklusif telah banyak dilakukan, dan menunjukkan temuan yang bervariasi. Safitri
et al., (2021) menemukan bahwa dalam jangka panjang belanja pemerintah fungsi
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini
diperkuat oleh Arrfah & Syafri (2022) yang menunjukkan bahwa belanja
pemerintah fungsi kesehatan juga berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI di
Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Faizin &
Prabowo (2022) di Provinsi Jawa Tengah, di mana belanja kesehatan tidak
berpengaruh signifikan, dan belanja pendidikan justru berpengaruh negatif terhadap
IPEI pilar 1. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja sektor strategis
terhadap pembangunan ekonomi inklusif dapat sangat bergantung pada konteks

daerah, efektivitas implementasi kebijakan, dan dimensi inklusivitas yang diukur.

Dalam konteks internasional, Ekong et al., (2024) menyatakan bahwa pengeluaran
pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan dalam jangka pendek,
sedangkan dalam jangka panjang, pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja pemerintah tidak hanya
bergantung pada seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga pada jenis
belanja yang dipilih, jangka waktu pelaksanaannya, serta kinerja lembaga yang

menjalankannya.

Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, hasil penelitian oleh Safitri et al., (2021)
dan Oktavia (2024) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
berpengaruh negatif signifikan terhadap IPEI, yang menegaskan bahwa tingginya
angka pengangguran dapat menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif.
Begitupun penelitian oleh Saad (2024) yang meneliti 9 negara berkembang
menemukan bahwa TPT juga berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan

inklusif.
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Dengan demikian, temuan-temuan sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan
antara belanja publik dan ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi inklusif
bersifat kontekstual, bergantung pada karakteristik wilayah, efektivitas
implementasi kebijakan, serta dimensi inklusivitas yang digunakan. Keragaman
hasil ini mengindikasikan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya pada
konteks regional seperti Pulau Sumatera. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor
tersebut saling berinteraksi dalam mendorong atau menghambat pencapaian

pembangunan ekonomi yang inklusif di wilayah ini.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran
yang besar untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, hasilnya belum
sepenuhnya mampu mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif
di seluruh wilayah. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera masih menghadapi
tantangan serius, seperti tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan, dan
kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara input kebijakan
dan capaian pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut
diperlukan untuk menilai sejauh mana efektivitas belanja pemerintah di sektor-
sektor strategis tersebut, serta bagaimana kondisi ketenagakerjaan turut

memengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
terhadap pembangunan ekonomi inklusif di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera

pada periode 2018-2023.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun

2018-2023?
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b. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun
2018-2023?

c. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi ekonomi terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun
2018-2023?

d. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun
2018-2023?

e. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan,
fungsi ekonomi, dan TPT secara simultan terhadap pembangunan ekonomi

inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun
2018-2023.

b. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun
2018-2023.

c. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi ekonomi terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun
2018-2023.

d. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun
2018-2023.

e. Menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi
ekonomi, dan TPT secara simultan terhadap pembangunan ekonomi inklusif

provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2023.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

a) Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu
ekonomi, khususnya di bidang ekonomi pembangunan, melalui analisis empiris
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif.
Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh belanja
pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta tingkat
pengangguran terbuka terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

b) Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah provinsi-provinsi di
Sumatera dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat
sasaran, terutama terkait alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi serta partisipasi tenaga kerja.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian

Menurut pandangan Keynes (1936), perekonomian atau pasar tidak mampu
berfungsi secara optimal tanpa keterlibatan pemerintah karena berisiko mengalami
kegagalan pasar yang dapat merugikan kelompok ekonomi yang lebih lemah. Oleh
karena itu diperlukan peran pemerintah untuk turut campur baik secara aktif
maupun pasif. Sejalan dengan Ridwan & Nawir (2021) yang mengatakan bahwa
paham liberalisme dan kapitalisme murni berpendapat bahwa kebebasan individu
menolak intervensi pemerintah dalam pengaturan ekonomi, kecuali pada aspek-

aspek yang tidak dapat diatur sendiri oleh individu.

Menurut Mangkoesoebroto (2016), pada sistem persaingan sempurna, mekanisme
harga hanya mampu memastikan efisiensi dalam pembagian barang konsumsi dan
penggunaan faktor produksi. Namun, mekanisme ini tidak dapat menjamin
pemerataan distribusi barang, karena efisiensi yang dihasilkan dapat membuat satu
pihak memperoleh seluruh barang sementara pihak lain tidak memperoleh apa pun.
Dalam konteks ini, pemerintah berperan melakukan pemerataan pendapatan
melalui alokasi dan distribusi sumber daya secara adil, serta melakukan intervensi

ekonomi guna menjaga stabilitas keuangan.

Menurut Mangkoesoebroto (2016) dalam perekonomian modern, peran pemerintah

dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

1. Alokasi
Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan memanfaatkan sumber
daya ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah
berperan menyediakan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan
secara efisien oleh sektor swasta, seperti infrastruktur dasar, layanan

pendidikan, dan kesehatan.
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2. Distribusi
Pemerintah berperan sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan.
Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan memastikan
bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat
melalui kebijakan pajak dengan pengenaan pajak progresif yang lebih adil
dalam distribusi kekayaan dan program sosial dengan berbagai program
bantuan sosial seperti subsidi pangan, perumahan murah, dan pendidikan untuk
kelompok masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan
memberi kesempatan yang sama untuk semua individu.

3. Stabilisasi
Pemerintah berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi
fluktuasi yang ekstrem seperti inflasi atau resesi. Pemerintah perlu melakukan

intervensi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi inklusif, peran belanja pemerintah
menjadi instrumen penting dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya
tinggi, tetapi juga merata dan adil. Melalui alokasi anggaran yang tepat pada sektor-
sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pemerintah dapat
memperluas akses dan kesempatan bagi kelompok rentan, sehingga mendorong
pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Siregar et
al., 2025). Hal tersebut berperan langsung dalam mendorong tercapainya
pembangunan ekonomi inklusif, yang menitikberatkan pada pembangunan
ekonomi yang mampu menyediakan akses dan peluang luas bagi seluruh lapisan
masyarakat secara adil, meningkatkan taraf hidup, serta menekan kesenjangan antar

kelompok dan wilayah.

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

2.1.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Klasen (2010) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dianggap
berhasil jika tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat
yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Pembangunan yang inklusif harus
mencakup dua dimensi utama, yaitu proses dan hasil. Secara proses, pembangunan

inklusif berarti seluruh masyarakat memiliki akses yang adil terhadap peluang
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ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Sementara secara hasil,
pembangunan harus mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan
kesejahteraan kelompok rentan secara lebih cepat dibanding kelompok lain. Klasen
secara khusus menyebut pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif sebagai
“disadvantage-reducing growth”, yaitu pertumbuhan yang secara nyata
mengurangi ketertinggalan kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau
terpinggirkan. Klasen juga menyoroti pentingnya indikator non-pendapatan, seperti
kualitas pendidikan dan kesehatan, dalam menilai inklusivitas suatu pertumbuhan.
Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan PDB,
tetapi dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu memperluas akses,
mengurangi eksklusi sosial, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan
dirasakan secara merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif
menurut Klasen merupakan pendekatan yang menuntut keadilan dalam distribusi

peluang dan hasil, serta menempatkan manusia sebagai pusat proses pembangunan.

2.1.2.2 Hukum Wagner

Hukum Wagner merupakan teori yang dikemukakan oleh Adolph Wagner pada
akhir abad ke-19 dan menjadi salah satu landasan teoritis dalam memahami
dinamika pengeluaran pemerintah. Menurut Mangkoesoebroto (2016), Hukum
Wagner adalah suatu kondisi dalam perekonomian, apabila pendapatan per kapita
meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. Peningkatan ini
didorong oleh naiknya permintaan masyarakat terhadap layanan publik seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Hukum ini
menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan tekanan sosial dan politik
yang mendorong pemerintah untuk memperluas peran dan intervensinya dalam
perekonomian. Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan
belanja publik khususnya pada sektor-sektor yang mendorong pemerataan dan
peningkatan kualitas hidup, dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan
pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka tetapi juga merata dan
berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah dapat mencerminkan
komitmen negara dalam menjamin akses dan peluang ekonomi yang setara bagi

seluruh kelompok masyarakat.
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2.1.2.3 Teori Keynesian

Teori ekonomi Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada
awal abad ke-20 menekankan bahwa permintaan agregat merupakan faktor utama
penentu tingkat output dan lapangan kerja dalam perekonomian. Keynes mengkritik
pandangan klasik bahwa pasar selalu mampu mencapai keseimbangan secara
otomatis, terutama dalam situasi krisis seperti Depresi Besar. Keynes mengatakan
bahwa ketika permintaan agregat menurun, konsumsi dan investasi akan melemabh,
mengakibatkan penurunan produksi dan meningkatnya pengangguran. Oleh karena
itu, intervensi pemerintah menjadi penting, terutama melalui kebijakan fiskal
berupa peningkatan pengeluaran. Konsep multiplier dalam teori ini menjelaskan
bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah dapat menciptakan efek berantai yang
memperbesar dampak terhadap pendapatan nasional. Dalam konteks penelitian ini,
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan lemahnya permintaan
agregat yang dapat diatasi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Dengan
meningkatkan belanja publik, pemerintah dapat mendorong penciptaan lapangan
kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menurunkan

tingkat pengangguran serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986) dan Lucas
(1988) merupakan respons terhadap kelemahan teori pertumbuhan neoklasik yang
menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen. Teori ini menekankan
bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh faktor internal dalam
perekonomian, khususnya investasi pada pengetahuan, modal manusia, dan inovasi
teknologi. Romer menjelaskan bahwa pengetahuan bersifat non-rival dan
menghasilkan increasing returns to scale, sehingga semakin besar investasi dalam
pengetahuan dan pendidikan, semakin tinggi potensi peningkatan produktivitas
ekonomi. Lucas menambahkan bahwa akumulasi modal manusia tidak hanya
meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga menghasilkan efek limpahan
(spillover effect) melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial di masyarakat.
Dalam konteks ini, belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan dapat

menjadi investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat penting karena
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dapat memperkuat kapasitas produktif penduduk. Ma’ruf & Wihastuti (2008)
menegaskan bahwa investasi pada modal fisik maupun modal manusia menjadi
faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan
demikian, pengalokasian belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan
berperan sebagai instrumen strategis bagi pemerintah untuk mewujudkan

pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.5 Teori Kapabilitas

Teori kapabilitas dikembangkan oleh Amartya Sen sebagai pendekatan alternatif
terhadap paradigma pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan
ekonomi. Menurut Sen (1999), pembangunan harus dipahami sebagai proses
perluasan kapabilitas, yaitu kemampuan nyata seseorang untuk melakukan dan
menjadi sesuatu yang ia nilai penting. Dalam konteks ini, pembangunan manusia
tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari sejauh mana individu memiliki
kebebasan untuk hidup sehat, berpendidikan, dan hidup layak. Teori ini
menekankan kebebasan dan pilihan individu sebagai inti dari kesejahteraan, bukan
sekadar akumulasi sumber daya atau keterampilan. Dalam konteks pembangunan
ekonomi inklusif, teori ini sangat relevan karena menyoroti bahwa pertumbuhan
ekonomi harus disertai dengan pemerataan akses dan peningkatan kapabilitas
seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang inklusif bukan hanya berfokus
pada peningkatan output, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu memperoleh
peluang yang adil untuk terlibat dan merasakan manfaat pembangunan. Dalam
konteks ini, pengembangan kualitas manusia melalui belanja di sektor pendidikan
dan kesehatan mencerminkan pencapaian kemampuan dasar yang menjadi landasan
utama bagi pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Maka, pendekatan
kapabilitas memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menjelaskan bahwa
pembangunan ekonomi inklusif hanya dapat tercapai apabila pertumbuhan disertai
dengan peningkatan akses, partisipasi, dan kualitas hidup masyarakat secara

menyeluruh.

2.1.2.6 Teori Modal Manusia

Teori modal manusia menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan,

dan pelatihan sebagai modal yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan
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individu. Menurut Becker (1993), modal manusia mencakup pengetahuan,
keterampilan, dan kesehatan individu yang memungkinkan mereka berkontribusi
secara optimal dalam kegiatan ekonomi. Pendidikan memberikan keterampilan dan
pengetahuan, sementara kesehatan menjaga kapasitas kerja dan produktivitas.
Kedua aspek ini memiliki peran krusial dalam mendorong efisiensi ekonomi,
mempercepat pertumbuhan, serta menekan angka kemiskinan. Dalam konteks
pembangunan daerah, belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan menjadi
instrumen strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, adaptif,
dan kompetitif, sehingga menunjang terwujudnya pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan. Teori ini menitikberatkan pada nilai ekonomi dari peningkatan

kapasitas individu sebagai faktor utama dalam pembangunan.

2.1.3 Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan
tidak hanya pada laju dan besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada
pemerataan manfaat dari pertumbuhan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Ali & Zhuang (2007), pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi
yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tingkat pertumbuhan yang tinggi dan
berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat
memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan

dan memperoleh manfaat pertumbuhan tersebut.

Sejalan dengan itu, Ianchovichina & Lundstrom (2009) menyatakan bahwa
pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak sekadar berfokus pada
peningkatan kecepatan dan besarnya ekonomi, tetapi juga memastikan setiap orang
memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam investasi dan

memperoleh pekerjaan yang layak serta produktif.

Kedua definisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan inklusif mencakup dua
komponen penting: (1) penciptaan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan,
serta (2) perluasan akses terhadap peluang ekonomi, seperti pekerjaan produktif,
pendidikan, dan layanan dasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif
merupakan prasyarat untuk menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan

berkelanjutan.
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Menurut Ali & Zhuang (2007), strategi pertumbuhan inklusif harus memiliki dua

pilar utama yaitu:

1.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting untuk
menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak. Selain itu, negara-
negara berkembang perlu melakukan transformasi struktural dengan beralih
dari sektor pertanian ke industri dan layanan sembari melakukan investasi
besar dalam infrastruktur fisik dan modal manusia, serta menciptakan
lingkungan bisnis yang kondusif untuk memperkuat integrasi ekonomi
domestik dan global, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan yang
inklusif dan berkelanjutan.

Inklusi sosial

Inklusi sosial memerlukan intervensi publik dalam tiga area utama untuk

memastikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi.

a) Investasi dalam pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting
dalam meningkatkan kapasitas manusia, terutama bagi kelompok yang
kurang beruntung.

b) Kebijakan yang baik dan institusi yang kuat diperlukan untuk mendorong
keadilan sosial dan ekonomi, serta menciptakan kesetaraan peluang dan
akses bagi semua individu.

c) Jaring pengaman sosial harus disediakan untuk melindungi individu dari
kemiskinan ekstrem dan memberikan dukungan bagi mereka yang tidak
dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini
memungkinkan tercapainya inklusi sosial, sehingga seluruh lapisan

masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, strategi pertumbuhan inklusif menurut Ali & Zhuang (2007)

tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan berkelanjutan, tetapi juga pada pembangunan manusia, penguatan

kelembagaan, serta perlindungan sosial. Ketiga aspek ini merupakan fondasi

penting agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata dan adil oleh

seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Strategi ini menjadi
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sangat relevan dalam konteks pembangunan di negara berkembang, di mana

tantangan kesenjangan dan eksklusi sosial masih cukup besar.

2.1.4 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan
ekonomi inklusif didefinisikan sebagai pembangunan yang mampu menciptakan
akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara
berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar
kelompok dan antarwilayah. Untuk mendukung pengukuran keberhasilan
pembangunan yang

lebih  komprehensif, pemerintah melalui Bappenas

mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

IPEI merupakan alat ukur komposit yang dikembangkan dan diluncurkan oleh
Bappenas pada tahun 2018. Indeks ini dirancang untuk mengukur dan memantau
sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia, baik di

tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Gambar berikut menyajikan struktur tiga pilar, delapan sub-pilar, dan 21 indikator

pembentuk IPEI sebagaimana dikembangkan oleh Bappenas.

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3

. Pemerataan Pendapatan dan
Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Perluasan Akses dan Kesempatan

Pengurangan Kemiskinan

Sub Pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi Sub Pilar 2.1: Ketimpangan Sub Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia

Indikator:

Indikator: Indikator:

1. Pertumbuhan PDRB riil per kapita

2. Share manufaktur terhadap PDRB

3. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB
Nominal

1. Rasio Pendapatan Gini

2. Sumbangan Pendapatan Perempuan
3. Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah
Tangga Desa dan Kota

1. Angka Harapan Lama Sekolah

2. Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi
Dasar Lengkap

3. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan
Kesehatan

Sub Pilar 1.2: Kesempatan Kerja

Sub Pilar 2.2: Kemiskinan

Sub Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar

Indikator:

1. Tingkat Kesempatan Kerja

2. Persentaase Penduduk Bekerja Penuh

3. Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat
Pendidikan Menengah Atas

Indikator:

1. Persentase Penduduk Miskin

2. Rata-rata Konsumsi Protein per
kapita per hari

Indikator:

1. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air
Minum Layak

2. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas
Tempat Buang Air Sendiri

Sub Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi

Indikator:

1. Persentaase Rumah Tangga yang
Menggunakan Listrik/PLN

2. Persentase Penduduk yang Memiliki
Telepon Genggam

3. Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan
Sedang

Sumber: Bappenas 2025, diolah.

Sub Pilar 3.3: Keuangan Inklusif

Indikator:

1. Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk
Usia Produktif

2. Rasio Kredit Perbankan UMKM

Gambar 2. 1 Pilar, Sub Pilar, dan Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan

Ekonomi Inklusif
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Angka IPEI dibentuk dari tiga pilar utama, delapan sub-pilar, dan 21 indikator. Tiga
pilar utama tersebut mencakup: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2)
pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan
kesempatan. Setiap pilar terdiri dari sejumlah sub-pilar dan indikator spesifik yang
mencerminkan keterkaitan antara dimensi ekonomi dan sosial dalam pembangunan

yang inklusif.

Untuk memperoleh nilai IPEI secara komprehensif, setiap indikator dihitung
berdasarkan rumus tertentu yang mencerminkan karakteristik masing-masing
aspek. Berikut disajikan penjelasan dan rumus penghitungan dari 21 indikator

pembentuk IPEI:

2.1.4.1 Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi.

a. Sub Pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi
Indikator:

1. Pertumbuhan PDRB riil per kapita
Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita menggambarkan laju pertumbuhan
ekonomi rata-rata yang dialami setiap individu di suatu daerah. Kenaikan
pertumbuhan ini umumnya mencerminkan peningkatan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Nilainya diperoleh dengan membagi PDB/PDRB atas dasar harga
konstan dengan jumlah penduduk pada wilayah dan periode tertentu, sehingga
menghasilkan besaran PDB/PDRB riil per orang (telah disesuaikan dengan

inflasi), yang kemudian dinyatakan dalam persentase.

Rumus:
R (A
Pertumbuhan PDRB per kapita = v X 100%
t—1
Di mana:
PDREB rapita (V) — PDB (PDRB)
per kapita (Y) = Y penduduk

2. Share manufaktur terhadap PDRB
Share (besaran) sektor manufaktur terhadap PDB/PDRB adalah persentase
porsi sektor manufaktur terhadap keseluruhan PDB/PDRB. Industri

manufaktur merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan proses pengolahan
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bahan dasar, baik secara mekanis, kimiawi, maupun manual, menjadi barang
jadi atau setengah jadi. Kegiatan ini juga mencakup peningkatan nilai suatu
barang dari yang bernilai rendah menjadi lebih tinggi, dengan karakteristik
produk yang lebih dekat kepada konsumen akhir. Termasuk di dalamnya adalah
layanan industri serta aktivitas perakitan (assembling).

Rumus:

Sh P PDB (PDRB) industri pengolahan < 1009
are manuf aktur = Total PDB (PDRB) 0

3. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal
Rasio kredit perbankan terhadap PDB/PDRB diperoleh dengan

membandingkan total kredit yang disalurkan dengan total PDRB, sehingga
mencerminkan proporsi penyaluran kredit terhadap kinerja atau produktivitas
ekonomi. Indikator ini menggambarkan sejauh mana jumlah pinjaman yang
diberikan berkontribusi terhadap total output suatu perekonomian.

Rumus:

Total Kredit
Total PDB (PDRB)

Rasio Kredit =
b. Sub Pilar 1.2: Kesempatan Kerja
Indikator:

1. Tingkat Kesempatan Kerja
Tingkat kesempatan kerja (TKK) menunjukkan peluang bagi individu yang
termasuk dalam angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan atau terserap di
pasar kerja. Semakin tinggi nilai TKK, semakin baik kondisi ketenagakerjaan
di suatu daerah.

Rumus:

Tingkat K tan Keria = X penduduk bekerja X 100%
ingkat Kesempatan Kerja = Y. angkatan kerja ’

2. Persentase Penduduk Bekerja Penuh
Penduduk bekerja penuh adalah pekerja yang jumlah jam kerjanya dalam
seminggu adalah lebih dari atau sama dengan 35 jam (=35 jam). Pekerja penuh

menunjukkan pekerjaan yang relatif lebih stabil serta memberikan paket
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tunjangan yang lebih baik bagi individu. Dengan jam kerja penuh, seseorang
cenderung memiliki penghasilan yang lebih terjamin untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Pekerja dengan jam kerja
>35 jam umumnya dikategorikan sebagai pekerja formal.

Rumus:

_ Y. penduduk bekerja > 35 jam/mg
Penduduk Bekerja Penuh = - X 100%
Y. penduduk bekerja

3. Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas
Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas umumnya
mencerminkan kualitas pekerja yang lebih baik. Pendidikan yang lebih tinggi
memungkinkan seseorang memperoleh pekerjaan yang lebih profesional.
Ketersediaan tenaga kerja berkualitas berkontribusi pada peningkatan
inklusivitas ekonomi, karena memberikan peluang dan akses kerja yang lebih
merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rumus:

Pekeria b didikan = Y. Tenaga kerja dg tk pendidikan menengah ke atas X 100%
eleerja berpendiatan = Y. penduduk bekerja ?

c¢. Sub Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi

Indikator:

1. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik/PLN

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN adalah persentase
rumah tangga yang memiliki jaringan atau akses listrik/PLN dibandingkan
dengan total seluruh rumah tangga. Indikator ini, yang juga dikenal sebagai
tingkat elektrifikasi, mencerminkan perluasan akses serta manfaat ekonomi,
mengingat pembangunan ekonomi diawali dengan tersedianya infrastruktur
kelistrikan. Ketersediaan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat
mendorong percepatan aktivitas ekonomi.

Rumus:

.. Y.Rumahtangga dengan akses listrik (PLN)
Elektrifikasi = x 100%
Y. Rumah tangga

2. Persentase Penduduk yang memiliki telepon genggam
Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam adalah persentase

penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler. Indikator ini
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mencerminkan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan perangkat
telekomunikasi elektronik tersebut. Pemanfaatan ponsel berperan sebagai
sarana yang mendukung pemerataan pertumbuhan serta perkembangan
ekonomi.
Rumus:

Penduduk da P - Y. Penduduk yang memiliki ponsel « 100%
enduduk dg Ponsel = S Penduduk 0

3. Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

Persentase jalan berkondisi baik dan sedang dihitung berdasarkan
perbandingan antara total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang
terhadap luas wilayah. Total panjang jalan dengan kondisi baik mencerminkan
tingkat keterjangkauan infrastruktur transportasi dan kelancaran aktivitas
ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menjangkau lebih banyak
lapisan masyarakat.

Rumus:

Persentase Jalan Baik = 2 ZYnd jalan baik -, o1
ersentase Jalan Baik = Total Luas Wilayah ’

2.1.4.2 Pilar 2: Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

a. Sub Pilar 2.1: Ketimpangan
Indikator:

1. Rasio Pendapatan Gini
Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1.
Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang
sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai
1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak
memiliki apa-apa (ketimpangan sempurna). Rasio Gini atau juga disebut
koefisien Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah
kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel
pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio Gini yang tinggi

menggambarkan ketimpangan ekonomi yang juga tinggi.
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Rumus:

GR=1 —Zi T PF+Fioy)

Di mana:
GR: Koefisien Gini (Gini Ratio)
P;: Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
F;: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
F;_;: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke

@i-1)
Sumbangan Pendapatan Perempuan
Sumbangan pendapatan perempuan adalah indikator yang menunjukkan
tingkat kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Nilainya
diperoleh dari perkalian proporsi angkatan kerja perempuan dengan rasio upah
perempuan terhadap rata-rata upah. Semakin besar sumbangan pendapatan
perempuan, semakin baik tingkat pemerataan dan kualitas perekonomian.
Rumus:

X = AK; X Rasio Wy

Di mana:
X: Sumbangan pendapatan Perempuan
AKp: Proporsi Angkatan kerja Perempuan
Rasio Wy: Rasio upah Perempuan terhadap rata-rata upah (W)

Sementara,

] We
Rasio Wf = W

Di mana:
Wy Rasio upah Perempuan terhadap upah laki-laki nonpertanian
W': Rata-rata upah
Dan rata-rata upah didapatkan dari:
W = (W X AKp,) + (Wr X AKf)
Di mana:
AK,,: Proporsi Angkatan kerja laki-laki
W,,: Rasio upah laki-laki terhadap upah laki-laki nonpertanian (bernilai 1)
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3. Rasio Rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota
Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa terhadap kota menggambarkan
perbandingan tingkat pengeluaran rata-rata rumah tangga di wilayah pedesaan
dengan di wilayah perkotaan. Indikator ini juga mencerminkan kesenjangan
antara kedua wilayah tersebut. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar
tingkat pemerataan antara masyarakat desa dan kota.
Rumus:

Rata — rata pengeluaran penduduk desa

Rasio desakota =
aSto Aesarota =1 ita — rata pengeluaran penduduk kota

b. Sub Pilar 2.2: Kemiskinan
Indikator:

1. Persentase penduduk miskin

Persentase penduduk miskin merupakan jumlah orang yang hidup di bawah
garis kemiskinan. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan didefinisikan sebagai batas pendapatan yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori bagi aktivitas tubuh, ditambah
kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan,
transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.

Rumus:

Lo Jumlah penduduk miskin
Persentase Penduduk Miskin = X 100%
Jumlah penduduk

2. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari
Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari dihitung dari total protein yang
berasal dari komoditas pangan yang dikonsumsi penduduk di suatu daerah,
dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator ini mencerminkan kandungan gizi
protein dari bahan pangan yang diolah di rumah. Tingginya rata-rata konsumsi
protein dapat menjadi salah satu ukuran peningkatan kesejahteraan dan upaya
keluar dari kemiskinan.

Jumlah konsumsi protein
Jumlah penduduk

Rata — rata konsumsi protein/kapita =
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2.1.4.3 Pilar 3: Perluasan Akses dan Kesempatan
a. Sub Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia

Indikator:

1. Angka Harapan Lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata lama waktu sekolah
yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa
mendatang. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa peluang anak
tersebut untuk terus bersekolah pada usia-usia berikutnya sama dengan peluang
penduduk yang sedang bersekolah pada usia yang sama saat ini. HLS dihitung
untuk penduduk usia 7 tahun ke atas dan digunakan untuk menunjukkan tingkat
perkembangan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang diukur berdasarkan
jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak.
Rumus:

n gt

HLS! = FK X Z =

i=a P;
Di mana:
HLS: Harapan Lama Sekolah
FK: Faktor Koreksi Pesantren
E: Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P: Jumlah penduduk usia i1 pada tahun t
i:usia(a,atl,...,n)

2. Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Indikator ini menunjukkan capaian pelayanan imunisasi lengkap bagi balita.
Semakin tinggi nilainya, semakin baik pelaksanaan program pelayanan
kesehatan, khususnya dalam pemberian imunisasi. Balita dengan imunisasi
dasar lengkap (PBD) adalah anak yang telah menerima imunisasi DPT tiga kali,
polio tiga kali, serta imunisasi BCG dan campak. Yang dimaksud balita di sini
adalah anak berusia di bawah 5 tahun.
Rumus:

_ Jumlah balita dengan imunisasi dasar lengkap

PBD X 100%

Jumlah anak usia < 5 tahun
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3. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menggambarkan
tingkat cakupan perlindungan kesehatan di masyarakat. Jaminan kesehatan
berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat ketika menghadapi
masalah kesehatan. Keberadaan jaminan ini menjadi salah satu indikator
peningkatan kualitas hidup, karena membantu meringankan beban finansial
masyarakat saat mengalami gangguan kesehatan.

Rumus:

_ Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

JK X 100%

Jumlah penduduk
b. Sub Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar

Indikator:

1. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air
minum berkualitas (layak) dengan total rumah tangga. Indikator ini berfungsi
untuk memantau ketersediaan sumber air aman bagi masyarakat, dengan
asumsi bahwa air berkualitas memberikan jaminan keamanan untuk
dikonsumsi. Air yang tidak layak merupakan salah satu penyebab utama
berbagai penyakit. Air minum layak mencakup sumber air terlindung seperti
air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air
hujan (PAH), mata air terlindung, sumur terlindung, sumur bor, atau sumur
pompa yang berjarak minimal 10 meter dari pembuangan limbah,
penampungan kotoran, dan tempat pembuangan sampah. Sumber yang tidak
termasuk kategori layak antara lain air kemasan, air dari penjual keliling, air
yang dijual menggunakan tangki, serta air sumur atau mata air yang tidak
terlindung.

Rumus:

o Y. Rumah Tangga dengan air minum layak
Air Minum Layak = X 100%
Y. Rumah Tangga seluruhnya
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2. Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri
Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air sendiri adalah rasio
antara jumlah rumah tangga dengan fasilitas buang air sendiri terhadap total
rumah tangga. Keberadaan fasilitas buang air di rumah tangga menjadi salah
satu syarat sanitasi layak, yang sekaligus menjadi indikator kelayakan hidup
dan tingkat kesejahteraan.
Rumus:
Sanitasi — Y. Rumah Ta;iijnie}lngzzg;a;ll;ilciilf:g;ag air sendiri « 100%
¢. Sub Pilar 3.3: Keuangan Inklusif
Indikator:
1. Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
Rasio rekening dana pihak ketiga (DPK) terhadap penduduk usia produktif
dihitung dengan membagi total rekening DPK perbankan dengan jumlah
penduduk berusia di atas 15 tahun (penduduk dewasa). Indikator ini digunakan
untuk mengukur sejauh mana masyarakat memanfaatkan produk dan layanan
keuangan, yang merupakan salah satu dimensi keuangan inklusif..
Rumus:
Rasio DPK — Total rekening DPK perbankan
Total penduduk dewasa
DPK = Dana Pihak Ketiga (rekening deposito, giro, dan Tabungan)
2. Rasio kredit perbankan UMKM

Rasio kredit perbankan UMKM menggambarkan proporsi jumlah rekening
kredit yang diberikan perbankan untuk mendukung pembiayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah dibandingkan dengan total rekening kredit perbankan.
Peningkatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM mencerminkan
perkembangan ekonomi yang mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku
usaha berskala kecil maupun masyarakat berpendapatan rendah.

Rumus:

Jumlah Rekening Kredit UMKM
Total Rekening Kredit Perbankan

Rasio Kredit UMKM =
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Dengan menggunakan 21 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga pilar dan
delapan sub-pilar, penghitungan IPEI dilakukan secara sistematis untuk
mencerminkan tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Nilai
akhir IPEI berada dalam rentang 1 hingga 10, yang menunjukkan tingkat
keberhasilan pembangunan inklusif. Semakin tinggi nilai IPEI, maka semakin baik
pula pemerataan hasil pembangunan ekonomi serta perluasan akses dan kesempatan
bagi seluruh kelompok masyarakat. Berdasarkan kategorisasi Bappenas, nilai IPEI
diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: Nilai 1-3 dikategorikan sebagai “tidak
memuaskan”, nilai 4-7 sebagai “memuaskan”, dan nilai 8-10 sebagai “sangat

memuaskan.”

Dengan demikian, IPEI tidak hanya menilai pertumbuhan ekonomi secara agregat,
tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan

berkelanjutan.

2.1.5 Belanja Negara

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara,
pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap
tahunnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018
tentang Klasifikasi Anggaran, APBN memuat tiga komponen pokok, yaitu

pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan anggaran.

Anggaran belanja negara terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga dan anggaran
Bendahara Umum Negara (BUN). Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun
2024, belanja negara dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, yang

terdiri dari transfer ke daerah dan anggaran pemerintah pusat.

Dalam PMK Nomor 102/PMK.02/2018, dijelaskan bahwa belanja negara dirinci

menurut tiga klasifikasi utama, yaitu:

1. Klasifikasi Organisasi.
Belanja negara berdasarkan klasifikasi organisasi adalah pengelompokan
anggaran berdasarkan struktur organisasi Kementerian/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara (BUN). Pengelompokan ini disusun berdasarkan

jumlah dan susunan Kementrian/Lembaga Pemerintah Pusat. Kode dan
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nomenklatur bagian anggaran masing-masing Kementrian/Lembaga
digunakan untuk menyusun pengelompokan ini.

2. Klasifikasi Fungsi.
Belanja negara berdasarkan klasifikasi fungsi merupakan pengelompokan
anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah
anggaran pada setiap fungsi atau subfungsi merupakan hasil penggabungan

dari program-program yang masuk dalam fungsi atau subfungsi tersebut.

3. Klasifikasi Jenis Belanja.
Belanja negara berdasarkan klasifikasi jenis belanja merupakan
pengelompokan  anggaran  berdasarkan  kategori  belanja  pada
Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN).
Pengelompokan ini digunakan dalam dokumen anggaran, baik pada tahap
penyusunan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban/pelaporan.
Klasifikasi jenis belanja bertujuan untuk menggambarkan distribusi alokasi
anggaran ke masing-masing kategori belanja. Terkait dengan belanja
Pemerintah Pusat, dalam penyusunan anggaran Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga jenis belanja yang digunakan adalah belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan bantuan sosial.
Sementara itu, dalam proses penyusunan anggaran Bagian Angaran BUN
jenis belanja yang digunakan adalah belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

2.1.6 Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.02/2018, klasifikasi fungsi dalam belanja
negara merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara
(BUN). Perincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi dimaksudkan untuk
menganalisis fungsi-fungsi yang menerima alokasi anggaran terbesar maupun

terkecil.
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PMK tersebut menyebutkan bahwa klasifikasi fungsi yang digunakan dalam sistem
penganggaran di Indonesia merujuk pada Classification of the Functions of
Government (COFOG), yang dikembangkan oleh United Nations Development
Programme (UNDP) dan diadopsi dalam Government Finance Statistics (GFS)
Manual 2001 milik International Monetary Fund (IMF), dengan penyesuaian
berupa pemisahan fungsi agama dari kelompok fungsi rekreasi, budaya, dan agama

(recreation, culture, and religion).

Besaran anggaran setiap fungsi atau subfungsi dihitung dari penggabungan seluruh
program yang termasuk di dalamnya. Data anggaran hasil penggabungan ini
kemudian disusun menjadi statistik sesuai dengan standar internasional COFOG
yang diterbitkan PBB. Dengan demikian, klasifikasi belanja berdasarkan fungsi
dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memantau perkembangan pengeluaran
suatu negara menurut fungsi, subfungsi, dan program, sekaligus memungkinkan

perbandingan dengan negara lain yang menggunakan klasifikasi COFOG.

Belanja menurut klasifikasi fungsi dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi sebagai
berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4)
ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan,
(8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan

sosial.

Dari sebelas fungsi yang diklasifikasikan dalam sistem penganggaran pemerintah
tersebut, tidak seluruhnya digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan fungsi belanja
dibatasi pada fungsi-fungsi yang secara teoritis dan empiris memiliki keterkaitan

langsung dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Terdapat tiga belanja berdasarkan fungsi yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu
belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi, yang
merepresentasikan aspek pembangunan sumber daya manusia dan dukungan
terhadap sektor produktif yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong

pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.
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2.1.6.1 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, Anggaran pendidikan adalah
alokasi dana, termasuk belanja pembiayaan, yang disalurkan melalui
kementerian/lembaga, nonkementerian/lembaga, dan transfer ke daerah (TKD),
yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola program pendidikan serta
pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk pembayaran gaji
pendidik. UU tersebut juga menyebutkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi
pendidikan adalah belanja yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia di berbagai bidang dengan berlandaskan akhlak mulia, sebagai upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan
nasional melalui alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Ketentuan
ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 31 Ayat (4), yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN maupun APBD.
Penetapan persentase tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, alokasi anggaran pendidikan dalam klasifikasi
fungsi anggaran pemerintah dirinci lebih lanjut ke dalam beberapa subfungsi.
Subfungsi ini merepresentasikan bentuk konkret pelaksanaan anggaran pendidikan
di berbagai jenjang dan aspek, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, serta

layanan pendukung lainnya.

Menurut PMK Nomor 102/PMK.02/2018, belanja pemerintah fungsi pendidikan
terdiri atas dua belas subfungsi utama, yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini; (2)
Pendidikan Dasar; (3) Pendidikan Menengah; (4) Pendidikan Nonformal dan
Informal; (5) Pendidikan Kedinasan; (6) Pendidikan Tinggi; (7) Pelayanan Bantuan
Terhadap Pendidikan; (8) Pendidikan Keagamaan; (9) Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan; (10) Pembinaan Kepemudaan dan

Olahraga; (11) Pengembangan Budaya; (12) Pendidikan Lainnya.
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Rincian belanja dari masing-masing subfungsi meliputi pembiayaan kegiatan

penyediaan layanan pendidikan, kegiatan administrasi, operasional, serta

pemberian bantuan pendidikan seperti beasiswa, hibah, dan insentif.

Berikut adalah penjelasan klasifikasi dalam subfungsi pendidikan:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Pendidikan Anak Usia Dini, mencakup penyediaan layanan PAUD umum dan
keagamaan, kegiatan pendukungnya, serta pemberian bantuan pendidikan
untuk peserta didik usia dini.

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, meliputi kegiatan
penyelenggaraan pendidikan tingkat SD—-SMA, baik umum maupun agama,
termasuk operasional sekolah dan bantuan siswa.

Pendidikan Nonformal dan Informal, mencakup penyediaan layanan
pendidikan nonformal dan informal, kegiatan pendukungnya, serta pemberian
bantuan pendidikan berupa beasiswa, hibah, atau insentif bagi peserta didik.
Pendidikan Kedinasan dan Pendidikan Tinggi, mencakup pembiayaan institusi
pendidikan kedinasan serta universitas negeri dan perguruan tinggi keagamaan,
berikut bantuan bagi mahasiswa.

Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan, mencakup belanja untuk fasilitas
pendukung seperti transportasi, makanan, penginapan, serta layanan kesehatan
bagi siswa diberbagai tingkat.

Pendidikan Keagamaan, yakni penyediaan pendidikan berbasis agama dan
bantuannya.

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, mencakup belanja
kegiatan administrasi dan operasional lembaga pemerintah maupun
nonpemerintah dalam kegiatan penelitian terapan bidang pendidikan dan
kebudayaan.

Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, mencakup kegiatan dukungan dan
operasional untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga.
Pengembangan Budaya, mencakup penyediaan layanan dan administrasi
kebudayaan, pengawasan dan pelestarian warisan budaya, penataan serta
pengelolaan lokasi kebudayaan, dukungan terhadap fasilitas kebudayaan, serta

pelaksanaan acara atau kegiatan budaya
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10) Pendidikan Lainnya, mencakup kegiatan seperti perencanaan, penganggaran,
pengaturan kebijakan pendidikan, serta penyusunan data dan statistik

pendidikan.

Setiap subfungsi ini memiliki komponen belanja yang mencakup kegiatan
administrasi, pemeriksaan, operasional, serta dukungan teknis lainnya. Dengan
struktur subfungsi tersebut, alokasi belanja fungsi pendidikan dapat diarahkan
secara lebih spesifik untuk menjangkau seluruh aspek layanan pendidikan, mulai

dari akses, kualitas, hingga keberlanjutan.

Pemerintah memandang sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan
nasional, karena memiliki peran mendasar dalam peningkatan mutu sumber daya
manusia. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan mendorong
terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing, yang pada
akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.
Sejalan dengan Edison & Andriansyah (2023) yang mengatakan bahwa alokasi
belanja pemerintah daerah untuk pendidikan berperan penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial. Peningkatan
investasi pada pendidikan yang merata dan bermutu merupakan dasar penting untuk
mewujudkan kesetaraan peluang, menekan kesenjangan, serta mendorong

terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif.

Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan optimal,
transparan, dan berorientasi pada hasil agar mampu memberikan kontribusi nyata
terhadap peningkatan mutu pendidikan sekaligus pengembangan kapasitas sumber

daya manusia yang kemudian akan berkontribusi terhadap perekonomian.

2.1.6.2 Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, belanja pada fungsi
kesehatan merupakan belanja pemerintah pusat yang ditujukan untuk memelihara
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa anggaran pemerintah

di sektor kesehatan dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan layanan
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kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, serta pembangunan

dan penguatan sarana pelayanan kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen negara terhadap peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, pemerintah menetapkan alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar
5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar komponen gaji, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171. Ketentuan ini bertujuan
untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang bermutu,

merata, dan berkesinambungan sebagai bagian dari hak asasi warga negara.

Sejalan dengan komitmen tersebut, alokasi anggaran pendidikan dalam klasifikasi
fungsi anggaran pemerintah dirinci lebih lanjut ke dalam beberapa subfungsi.
Subfungsi ini merepresentasikan bentuk konkret pelaksanaan anggaran kesehatan

di berbagai aspek.

Menurut PMK Nomor 102/PMK.02/2018, belanja pemerintah fungsi kesehatan
terdiri atas enam subfungsi utama, yaitu: (1) Obat dan Peralatan Kesehatan; (2)
Pelayanan Kesehatan Perorangan; (3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat; (4)
Keluarga Berencana; (5) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; (6) Kesehatan

Lainnya.

Belanja pemerintah fungsi kesehatan dalam klasifikasi fungsi anggaran mencakup
berbagai aspek layanan dan dukungan kesehatan masyarakat. Berikut adalah

penjelasan klasifikasi dalam subfungsi pendidikan:

1) Obat dan Peralatan Kesehatan, mencakup penyediaan obat-obatan, peralatan
medis, alat terapi medis, dan prostesis, serta meliputi kegiatan administrasi,
operasional, dan perbaikan alat terapi medis. Kegiatan ini tidak termasuk
penyewaan peralatan terapi medis.

2) Pelayanan Kesehatan Perorangan, mencakup penyediaan layanan medis umum
dan khusus, pelayanan gigi, paramedis, serta prostesis, termasuk layanan di
rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak, serta kebidanan. Selain itu,
kegiatan ini juga mencakup penyewaan peralatan terapi medis dan layanan

spesialis, seperti ortodensi dan pemeriksaan gigi.
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3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat, mencakup penyediaan layanan kesehatan
masyarakat secara umum, termasuk kegiatan operasional, administrasi, dan
penyebaran informasi terkait kesehatan publik. Juga layanan bagi kelompok
khusus, seperti rehabilitasi, namun tidak termasuk laboratorium medis atau
institusi khusus lainnya.

4) Keluarga Berencana, mencakup aspek perumusan kebijakan, penyusunan
rencana, pelaksanaan program, dan pengelolaan dana keluarga berencana,
termasuk standardisasi, penyusunan dan penyebaran informasi, serta
dokumentasi dan statistik terkait program tersebut.

5) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mencakup kegiatan penelitian
terapan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah
maupun lembaga nonpemerintah, termasuk perguruan tinggi swasta, serta
mencakup pemberian hibah dan insentif. Kegiatan ini tidak mencakup
penelitian dasar maupun pengembangan IPTEK.

6) Kesehatan Lainnya, mencakup kegiatan administrasi, operasional, dan
dukungan terhadap kebijakan, perencanaan, serta standardisasi kesehatan yang
tidak diklasifikasikan dalam subfungsi sebelumnya, termasuk penyusunan

informasi, dokumen, dan statistik kesehatan lainnya.

Pemerintah menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu komponen strategis
dalam pembangunan nasional karena kesehatan merupakan prasyarat utama bagi
produktivitas dan kesejahteraan penduduk. Perbaikan mutu layanan kesehatan tidak
hanya membantu menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup,
tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kapasitas kerja dan produktivitas
tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat memiliki kapasitas lebih besar untuk bekerja
secara optimal, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong aktivitas dan

pertumbuhan perekonomian.

Sejalan dengan studi Mandey et al., (2022) bahwa pengeluaran pemerintah di sektor
kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan investasi
penting dalam sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan,
produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan

Musgrave & Musgrave (1989) bahwa pengeluaran publik di sektor sosial, seperti
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kesehatan, merupakan instrumen penting dalam mencapai distribusi kesejahteraan

yang lebih merata.

Dengan demikian, investasi di sektor kesehatan dapat menjadi motor pembangunan
ekonomi jangka panjang melalui penguatan modal manusia. Belanja kesehatan
yang efektif dan tepat sasaran juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan
ketahanan ekonomi, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara efisien,

akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

2.1.6.3 Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, belanja pada fungsi ekonomi
mencakup pengeluaran pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Belanja ini
meliputi sektor perdagangan, pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan
menengah, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi
dan bahan bakar, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, serta sektor

telekomunikasi dan informatika.

Menurut PMK Nomor 102/PMK.02/2018, belanja fungsi ekonomi dirinci ke dalam
beberapa subfungsi yang mencerminkan bentuk nyata pelaksanaan anggaran di
berbagai bidang kegiatan ekonomi. Belanja tersebut terdiri atas sebelas subfungsi
utama, yaitu: (1) Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil
dan Menengah (UKM); (2) Tenaga Kerja; (3) Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan; (4) Pengairan; (5) Bahan Bakar dan Energi; (6) Pertambangan; (7)
Industri dan Konstruksi; (8) Transportasi; (9) Telekomunikasi dan Informatika; (10)

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; (11) Ekonomi lainnya.

Rincian belanja dari masing-masing subfungsi mencakup kegiatan administrasi,
operasional, penyusunan kebijakan dan regulasi, penyebaran informasi dan data,
serta pemberian hibah, insentif, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi

tertentu. Berikut adalah penjelasan klasifikasi dalam subfungsi ekonomi:

1) Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM, mencakup
penyusunan dan penerapan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri,

pengembangan usaha, koperasi, dan usaha kecil menengah (UKM), termasuk



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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pengelolaan hak kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta, serta
pemberian hibah atau insentif untuk mendukung program-program sektor

tersebut.

Tenaga Kerja, mencakup kegiatan pengembangan kebijakan dan program
ketenagakerjaan, termasuk dukungan terhadap lembaga mediasi dan pemberian

hibah atau insentif dalam bidang ketenagakerjaan.

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan, mencakup program
penanaman bibit, pengelolaan data dan statistik, serta pemberian hibah atau

insentif untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

Pengairan, mencakup pembangunan dan pengembangan infrastruktur
pengairan, penyebaran informasi, serta insentif untuk mendukung kebijakan

dan program pengairan.

Bahan Bakar dan Energi, mencakup pelaksanaan konservasi, eksplorasi, dan
pengembangan energi (padat, minyak dan gas, nuklir, serta energi alternatif),

serta pemberian hibah atau insentif yang berkaitan.

Pertambangan, mencakup konservasi, eksplorasi, pengembangan dan
pengawasan tambang, pengeluaran izin, serta pengaturan keselamatan kerja.
Tidak termasuk kegiatan industri pengolahan seperti penyulingan minyak, batu

bara, dan nuklir (subfungsi bahan bakar dan energi).

Industri dan Konstruksi, mencakup konservasi, pengembangan, pengawasan
keselamatan industri dan konstruksi, serta pemberian insentif. Tidak mencakup

konstruksi perumahan, pengolahan batu bara, dan sejenisnya.

Transportasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan,
dan pengaturan yang berkaitan dengan transportasi darat, laut, kereta api,
udara, serta moda transportasi lainnya. Subfungsi ini juga meliputi
pembangunan fasilitas pendukung, penyebaran informasi dan data transportasi,
serta pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kebijakan dan program
di bidang transportasi. Kegiatan ini tidak termasuk pengaturan lalu lintas,

penerangan jalan, maupun bantuan untuk perusahaan konstruksi transportasi.
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9) Telekomunikasi dan Informatika, mencakup kegiatan pembangunan dan
pengembangan sistem telekomunikasi dan teknologi telematika, regulasi, serta
pemberian hibah, pinjaman, atau insentif. Tidak termasuk kegiatan radio dan

satelit navigasi untuk transportasi air maupun siaran radio dan televisi.

10) Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, mencakup kegiatan riset terapan dan
pengembangan yang dilakukan di beragam sektor ekonomi, seperti sektor
perdagangan, koperasi dan wusaha mikro, kecil, dan menengah,
ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, energi, pertambangan, transportasi,
industri, dan telekomunikasi. Termasuk pula pemberian hibah atau insentif
untuk lembaga nonpemerintah, seperti institusi penelitian dan perguruan tinggi
swasta. Namun tidak mencakup penelitian dasar maupun pengembangan

IPTEK.

11) Ekonomi Lainnya, mencakup segala aktivitas ekonomi yang berada di luar
kategori subfungsi lainnya, seperti aktivitas yang terkait dengan meteorologi,

geofisika, multi proyek, serta kegiatan penyimpanan dan distribusi.

Belanja pemerintah pada fungsi ekonomi tidak hanya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi secara makro, melainkan juga difokuskan pada pemerataan
serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini sejalan dengan studi Safitri et
al. (2021) dan Sary & Anggraini (2024) yang menyatakan bahwa belanja
pemerintah pada fungsi ekonomi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur
dan pemberdayaan UMKM, berperan penting dalam mendukung pembangunan
ekonomi inklusif. Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat langsung
maupun jangka panjang, membuka lapangan kerja, dan mendorong perputaran
ekonomi. Sementara itu, prinsip pemberdayaan dalam dukungan terhadap UMKM

turut mendorong pemerataan ekonomi.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.7.1 Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, pengangguran didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun ke
atas yang tidak sedang bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan

usaha baru, atau belum mulai bekerja meskipun telah diterima di suatu pekerjaan.
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Menurut Sukirno (2015), pengangguran merupakan kondisi ketika individu yang
tergolong dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum berhasil
mendapatkannya. Orang yang tidak bekerja namun tidak berupaya mencari
pekerjaan tidak termasuk dalam kategori pengangguran. Untuk mengukur masalah
pengangguran di suatu wilayah, digunakan indikator Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), yakni persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja.

Pengangguran merupakan masalah yang penting di Indonesia dengan konsekuensi
yang luas. Pengangguran menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,
berkontribusi pada kemiskinan dan penurunan kesejahteraan sosial (Sejati, 2020).
Ketika hal tersebut terjadi, maka dapat menyebabkan tekanan psikologis dan
perilaku kriminal karena individu berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar

mereka (Sabiq & Apsari, 2021).

2.1.7.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Sukirno (2015) mengemukakan bahwa penggolongan jenis pengangguran dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) menurut faktor penyebab terjadinya

pengangguran dan (2) berdasarkan karakteristik penganggurannya.
Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1) Pengangguran Normal atau Friksional
Suatu perekonomian sudah mencapai kesempatan kerja penuh apabila terdapat
pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja.
Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan
pengangguran normal atau friksional. Dalam perekonomian yang berkembang
pesat, pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Dalam kondisi
ini, penganggur tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh
pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam
proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tergolong sebagai
penganggur dan digolongkan sebagai pengangguran normal atau friksional.

2) Pengangguran Siklikal
Pengangguran ini terjadi ketika penurunan permintaan agregat mendorong

perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan atau menutup usahanya.
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Kondisi ini menyebabkan jumlah penganggur meningkat dan termasuk dalam
kategori pengangguran siklikal.

Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur kegiatan ekonomi.
Penurunan kinerja industri atau perusahaan, yang bisa disebabkan oleh
munculnya produk baru yang lebih unggul, kemajuan teknologi, atau tingginya
biaya produksi sehingga tidak mampu bersaing, dapat menurunkan tingkat
produksi. Akibatnya, sebagian pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan dan
menjadi penganggur.

Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi akibat penggantian tenaga manusia dengan mesin atau
bahan kimia. Contohnya, penggunaan herbisida untuk membersihkan
perkebunan, sawah, atau lahan pertanian menggantikan pekerjaan manusia,

serta penerapan robot di pabrik yang menggantikan tenaga kerja manusia.

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

1)

2)

3)

Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia
melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah merupakan kondisi di mana tenaga kerja
tidak dapat bekerja secara optimal akibat berbagai faktor, seperti jenis kegiatan
perusahaan, skala perusahaan, metode produksi yang digunakan, dan tingkat
output yang dicapai. Contohnya, jika sebuah restoran memiliki jumlah pelayan
yang melebihi kebutuhan, maka kelebihan pelayan tersebut termasuk dalam
kategori pengangguran tersembunyi.

Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah kondisi di mana tenaga kerja tidak bekerja
karena pekerjaan mereka tergantung pada musim atau kondisi cuaca tertentu.
Biasanya, hal ini terjadi pada pekerja di sektor pertanian dan perikanan. Mereka
akan bekerja saat musim atau cuaca memungkinkan, tetapi akan menganggur

ketika cuaca buruk sehingga pekerjaan tidak tersedia.
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4) Setengah Menganggur
Setengah menganggur disebabkan oleh tingginya arus migrasi dari desa ke
kota, terutama di negara berkembang. Tidak semua pendatang berhasil
memperoleh pekerjaan, sehingga sebagian menjadi penganggur atau setengah
menganggur. Kondisi setengah menganggur terjadi ketika seorang pekerja
memiliki jam kerja yang sangat terbatas, misalnya hanya bekerja satu atau dua

hari dalam seminggu.

2.1.7.3 Rumus Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka:

_ Jumlah Pengangguran
~ Jumlah Angkatan Kerja

TPT X 100%

Di mana:

Jumlah Pengangguran = = penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan
tetapi sedang aktif mencari pekerjaan.

Jumlah Angkatan Kerja = penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan/atau
sedang mencari pekerjaan, termasuk pengangguran
terbuka.

2.1.8 Hubungan Antar Variabel

2.1.8.1 Hubungan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Belanja pemerintah fungsi pendidikan berperan dalam meningkatkan kapabilitas
manusia, terutama melalui perluasan akses pendidikan. Peningkatan alokasi
anggaran pendidikan dapat mendorong harapan lama sekolah yang merupakan
salah satu indikator IPEI, serta mencerminkan kemampuan sistem pendidikan untuk
menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan
meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan, sumber daya manusia menjadi
lebih terampil dan kompeten, sehingga memiliki akses yang lebih luas terhadap
peluang ekonomi. Oleh karena itu, belanja pendidikan berkontribusi terhadap aspek

inklusi dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi.
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Sejalan dengan penelitian oleh Arrfah & Syafri (2022) dan Safitri et al., (2021) yang
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki
pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif karena berperan dalam

pembentukan modal manusia dan pemerataan akses terhadap pendidikan.

2.1.8.2 Hubungan Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Belanja pemerintah pada sektor kesehatan juga memiliki peran penting dalam
peningkatan kapabilitas manusia, khususnya melalui indikator IPEI seperti
persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap dan persentase
penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Kedua indikator ini menunjukkan
perluasan akses terhadap layanan kesehatan, yang berdampak pada peningkatan
kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Penduduk yang sehat memiliki
kapasitas kerja yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi lebih besar dalam aktivitas

ekonomi, sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif.

Penelitian oleh Arrfah & Syafri (2022) dan Safitri et al., (2021) mengungkapkan
bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap
pembangunan ekonomi inklusif melalui peningkatan kesejahteraan dan

produktivitas masyarakat.

2.1.8.3 Hubungan Pemerintah Fungsi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Inklusif

Belanja fungsi ekonomi diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran ini digunakan untuk mendukung
peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan akses
pembiayaan, terutama bagi UMKM dan kelompok ekonomi lemah. Dengan
demikian, belanja ekonomi berkontribusi langsung pada beberapa sub pilar dalam
IPEI, seperti pertumbuhan PDRB riil per kapita, peningkatan kesempatan kerja, dan
keuangan yang inklusif. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dalam fungsi ini
mampu memperkuat inklusi ekonomi dengan memperluas partisipasi masyarakat

dalam aktivitas ekonomi.
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2.1.8.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Inklusif

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan kemampuan pasar kerja
dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif. TPT yang
tinggi mencerminkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan berpotensi
meningkatkan ketimpangan pendapatan serta tingkat kemiskinan, yang keduanya
merupakan indikator penting dalam IPEI. Sebaliknya, penurunan TPT
menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang
produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,
adil, dan inklusif. Oleh karena itu, TPT merupakan indikator kunci dalam mengukur
sejauh mana hasil pembangunan ekonomi telah dirasakan oleh seluruh lapisan

masyarakat.

Sejalan dengan penelitian Oktavia (2024) dan Safitri et al., (2021) yang menemukan
bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pembangunan ekonomi inklusif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No. Penulis Judul Jurnal Hasil Penelitian
1. Saad Unravelling the Belanja pemerintah pada sektor
(2024) Public Spending- pendidikan, kesehatan, dan militer
Inclusive ~ Growth memiliki pengaruh  positif dan
Nexus: A PCA- signifikan terhadap pertumbuhan
GMM Analysis in inklusif. Sebaliknya, tingkat
Developing pengangguran memberikan pengaruh
Economies negatif yang signifikan terhadap
pertumbuhan inklusif. Sementara itu,
pengeluaran konsumsi akhir
pemerintah  tidak  menunjukkan
pengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan inklusif.
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No.

Penulis

Judul Jurnal

Hasil Penelitian

2.

Ekong et

Fiscal Policy and

Dalam jangka panjang, belanja

al., (2024) Inclusive Growth in pemerintah untuk infrastruktur dan

Nigeria

pendidikan memberikan pengaruh
positif namun tidak  signifikan
terhadap pertumbuhan inklusif (HDI).
Total pengeluaran pemerintah dan
rasio total pajak terhadap PDB
menunjukkan pengaruh negatif yang
tidak signifikan. Sementara itu,
ketimpangan pendapatan memiliki
pengaruh negatif yang signifikan
terhadap pertumbuhan inklusif (HDI).

Pada jangka pendek, rasio total pajak
terhadap PDB dan belanja pemerintah
untuk  infrastruktur  berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan inklusif (HDI).
Sebaliknya, belanja untuk pendidikan,
total pengeluaran pemerintah, dan
ketimpangan pendapatan memberikan
pengaruh  positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan inklusif (HDI).

3.

Oktavia
(2024)

Analisis Determinan
Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif di

Pulau Sumatera

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap IPEI.

Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh
positif signifikan terhadap IPEI.
Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh
negatif signifikan terhadap IPEI.
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Pilar 1 di Provinsi

Jawa Tengah

No. Penulis Judul Jurnal Hasil Penelitian
Tingkat  Pengangguran  Terbuka
berpengaruh  negatif  signifikan
terhadap IPEI
4. Sary & The Effect of Belanja fungsi ekonomi berpengaruh
Anggraini Government positif tidak signifikan terhadap IPEI.
(2024) Spending on the Belanja fungsi pelayanan umum
Inclusive Economic berpengaruh negatif tidak signifikan
Development Index terhadap IPEL
on the Island of Belanja fungsi kesehatan
Sumatra dan fungsi pendidikan berpengaruh
positif signifikan terhadap IPEL
5. Arrfah & Dampak Belanja Belanja fungsi perumahan dan fasilitas
Syafri Pemerintah Daerah umum dan belanja fungsi kesehatan
(2022) Terhadap berpengaruh positif dan signifikan
Pembangunan terhadap IPEIL
Ekonomi Inklusif di Belanja fungsi pendidikan dan belanja
Provinsi  Sulawesi fungsi perlindungan sosial
Tengah berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap IPEIL
6. Faizin &  Analisis Pengeluaran Pengeluaran  pemerintah  fungsi
Prabowo  Pemerintah Terhadap ekonomi berpengaruh positif tidak
(2022) Pembangunan signifikan terhadap IPEI pilar 1.
Ekonomi  Inklusif Pengeluaran  pemerintah  fungsi

kesehatan berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap IPEI pilar 1.
Sementara pengeluaran pemerintah
fungsi pendidikan berpengaruh negatif
signifikan terhadap IPEI pilar 1.

Pengeluaran

pemerintah  fungsi

ekonomi, kesehatan, dan pendidikan
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No. Penulis Judul Jurnal Hasil Penelitian

secara bersama-sama berpengaruh

terhadap IPEI pilar 1.

7.  Safitriet  Analisis = Dampak Dalam jangka panjang, belanja fungsi
al. (2021) Belanja Pemerintah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan
Daerah Terhadap serta PDRB per kapita berpengaruh
Pertumbuhan positif  signifikan terhadap IPEIL
Ekonomi  Inklusif Sementara TPT berpengaruh negatif

Jawa Timur signifikan terhadap IPEI.
Dalam jangka pendek, belanja fungsi
kesehatan dan pendidikan
berpengaruh positif  signifikan
terhadap IPEI. Sementara, belanja
ekonomi, PDRB per kapita, dan TPT
tidak berpengaruh signifikan terhadap

IPEL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi
Pendidikan, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi
Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pembangunan
Ekonomi Inklusif pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018—
2023. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara variabel-
variabel tersebut terhadap pembangunan ekonomi inklusif, namun umumnya belum
mencakup seluruh variabel secara simultan sebagaimana dilakukan dalam
penelitian ini. Selain itu, masih terbatas studi yang secara khusus memfokuskan
pada wilayah Sumatera dengan periode analisis yang lebih terkini, yaitu tahun
2018-2023. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut
dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Dengan demikian, temuan
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang penting untuk
merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah

Sumatera.
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2.3 Kerangka Berpikir

Belanja Pemerintah
Fungsi Pendidikan
(X1)

Belanja Pemerintah
Fungsi Kesehatan

(+)
(X2) Pembangunan

Ekonomi Inklusif (Y)

Belanja Pemerintah
Fungsi Ekonomi )
(X3)

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (X4)

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Belanja pemerintah daerah memegang peran penting sebagai alat untuk mendorong
pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dengan
pengalokasian anggaran berdasarkan fungsi seperti pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi, pemerintah daerah dapat berperan strategis dalam meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat sektor produktif. Belanja
pemerintah pada fungsi pendidikan dan kesehatan turut mendukung pembangunan
modal manusia dengan meningkatkan akses dan mutu layanan di bidang tersebut.
Ketersediaan layanan dasar yang memadai memungkinkan masyarakat

mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, belanja pemerintah pada fungsi ekonomi mencerminkan komitmen
daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif, seperti pembangunan
infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor strategis
seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri. Belanja pada fungsi ini
tidak hanya menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga memperluas akses
masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dan pasar. Ketiga jenis belanja tersebut
secara bersama-sama memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif,
yakni pembangunan yang selain menekankan laju pertumbuhan ekonomi, juga

memastikan distribusi manfaat merata, memperluas akses terhadap layanan dasar,
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serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses dan hasil

pembangunan.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya
ditentukan oleh sisi pengeluaran pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi
ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan sejauh
mana masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja. TPT yang tinggi
menunjukkan adanya hambatan dalam partisipasi ekonomi yang dapat menghambat
pemerataan  hasil pembangunan. Sebaliknya, rendahnya TPT dapat
mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan lebih merata dan inklusif

karena semakin banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah pada fungsi
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta tingkat pengangguran terbuka memiliki
peran yang saling terkait dalam mendorong tercapainya pembangunan ekonomi
yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
empiris pengaruh keempat variabel tersebut terhadap pembangunan ekonomi

inklusif di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018—-2023.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka disimpulkan hipotesis penelitian

sebagai berikut:

Hi: Diduga belanja pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018—

2023.

H»: Diduga belanja pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018—

2023.

Hs: Diduga belanja pemerintah fungsi ekonomi berpengaruh positif terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018—

2023.



57

Ha: Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap
pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018—

2023.

Hs: Diduga belanja pemerintah fungsi pendidikan, belanja pemerintah fungsi
kesehatan, belanja pemerintah fungsi ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi

inklusif provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2018-2023.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian
deskriptif, karena data yang disajikan berbentuk angka. Menurut Sugiyono (2013),
penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat
positivisme. Metode ini diterapkan pada populasi atau sampel tertentu,
menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, menganalisis data secara
numerik/statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk
mengukur pengaruh belanja pemerintah pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap pembangunan ekonomi

inklusif di provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

3.1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup batasan masalah yang akan diteliti agar fokus
penelitian terjaga dan terhindar dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk
menilai pengaruh variabel bebas, yaitu belanja pemerintah pada fungsi pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka, terhadap variabel
terikat yaitu pembangunan ekonomi inklusif. Lokasi yang akan diteliti adalah 10
provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan

Kepulauan Riau, dengan periode penelitian tahun 2018-2023.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari
berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Data sekunder adalah data yang telah
dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk keperluan penelitian
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sebelumnya. Berikut daftar variabel dan sumber yang digunakan dalam penelitian

ini:

Tabel 3. 1 Data dan Sumber Data

Variabel Indikator Simbol | Satuan | Periode Sumber
Badan
Pembangunan | Indeks
Perencanaan
Ekonomi Pembangunan IPEI Indeks | Tahunan
Pembangunan
Inklusif Ekonomi Inklusif .
Nasional
. Persentase Belanja
Belanja Direktorat
. Pemerintah pada
Pemerintah Jenderal
) Fungsi Pendidikan BP Persen | Tahunan _
Fungsi Perimbangan
terhadap Total
Pendidikan , _ Keuangan
Belanja Pemerintah
) Persentase Belanja
Belanja Direktorat
. Pemerintah pada
Pemerintah Jenderal
i Fungsi Kesehatan BK Persen | Tahunan
Fungsi Perimbangan
terhadap Total
Kesehatan _ ) Keuangan
Belanja Pemerintah
) Persentase Belanja
Belanja Direktorat
) Pemerintah pada
Pemerintah Jenderal
) Fungsi Ekonomi BE Persen | Tahunan .
Fungsi Perimbangan
terhadap Total
Ekonomi . . Keuangan
Belanja Pemerintah
Persentase jumlah
Tingkat angkatan kerja yan
s s 12 yane Badan Pusat
Pengangguran | tidak bekerja TPT Persen | Tahunan
Statistik
Terbuka terhadap total
angkatan kerja

Sumber: Penulis, 2025.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang mampu menciptakan

akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara
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berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar
kelompok dan antarwilayah. Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi inklusif
diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang
merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai dan memantau sejauh
mana pembangunan ekonomi di Indonesia bersifat inklusif, baik pada tingkat
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bappenas menetapkan nilai IPEI pada
rentang 0—10. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bappenas

dalam satuan indeks dan periode tahunan.

3.3.2 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan

Belanja pemerintah fungsi pendidikan merupakan belanja yang diarahkan untuk
meningkatkan mutu sumber daya manusia di berbagai bidang berdasarkan akhlak
mulia, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Data yang digunakan dalam

penelitian ini bersumber dari DJPK dalam satuan persen dan periode tahunan.
Rumus persentase belanja pemerintah fungsi pendidikan:

_ Total Belanja Fungsi Pendidikan

%X 1009
Total Belanja Pemerintah %

3.3.3 Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan

Belanja pemerintah fungsi kesehatan merupakan belanja pemerintah pusat yang
ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Data
yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPK dalam satuan persen dan

periode tahunan.
Rumus persentase belanja pemerintah fungsi kesehatan:

_ Total Belanja Fungsi Kesehatan

X 1009
Total Belanja Pemerintah %

3.3.4 Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi

Belanja pemerintah fungsi ekonomi merupakan belanja pemerintah pusat yang

diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli
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masyarakat. Belanja ini meliputi sektor perdagangan, pengembangan koperasi serta
usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, energi dan bahan bakar, pertambangan, industri dan konstruksi,
transportasi, serta sektor telekomunikasi dan informatika. Data yang digunakan
dalam penelitian ini bersumber dari DJPK dalam satuan persen dan periode

tahunan.
Rumus persentase belanja pemerintah fungsi ekonomi:

_ Total Belanja Fungsi Ekonomi
"~ Total Belanja Pemerintah

X 100%

3.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah orang yang
menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Data yang digunakan dalam

penelitian ini bersumber dari BPS dalam satuan persen dan periode tahunan.

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka:

_ Jumlah Pengangguran

TPT = Jumlah Angkatan Kerja

X 100%

3.4 Model dan Metode Analisis Data

3.4.1 Model Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode
analisis data panel, yang merupakan kombinasi antara data lintas wilayah (cross-

section) dan data deret waktu (time-series).
Model persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

PEI = By + B1BP; + B2BK;; + B3BE;; + B4TPT;; + €;;

Di mana:

PEI = Pembangunan Ekonomi Inklusif

BP = Belanja Pemerintah fungsi Pendidikan
BK = Belanja Pemerintah fungsi Kesehatan
BE = Belanja Pemerintah fungsi Ekonomi
TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Bo = Konstanta
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B1, B2, B3, B4 = Koefisien Regresi

i = Banyaknya objek
t = Banyaknya tahun/waktu
€ = Qalat error

3.4.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah prosedur yang digunakan untuk mengolah variabel-
variabel penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat bermanfaat dan
menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu
pengolahan data yang menggabungkan data deret waktu (time series) dan data lintas
wilayah (cross section) secara bersamaan (pooling). Dengan menggunakan data
panel, lebih banyak data yang tersedia, sehingga akan menghasilkan derajat
kebebasan yang lebih besar (Sugianto et al., 2022). Menurut Sugianto et al., (2022)
metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan baik secara statistik

maupun teori ekonomi, diantaranya:

1. Mampu memperhitungkan heterogenitas individu.

2. Mampu mengontrol heterogenitas

3. Mampu mengurangi masalah omitted-variables (variabel yang dihilangkan)
pada variabel yang substansial.

4. Mampu diterapkan untuk penyesuaian dalam studi yang bersifat dinamis
(seperti mobilitas tenaga kerja), karena menggunakan observasi cross-section
secara berulang.

5. Mampu memberikan estimasi yang lebih tepat dan efisien karena meningkatnya
jumlah observasi.

6. Mampu dikembangkan untuk analisis data panel dari model sebelumnya,
sehingga data satu individu dari waktu tertentu dianalisis untuk beberapa
individu.

3.4.2.1 Uji Pemilihan Model

Dalam regresi data panel, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk

melakukan estimasi, yaitu:
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a. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan bentuk regresi data panel yang paling
sederhana karena menggabungkan data deret waktu (time series) dan lintas
wilayah (cross section) tanpa mempertimbangkan perbedaan antar periode
maupun antar individu. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku data serupa
di setiap periode. Estimasi pada model ini dapat dilakukan menggunakan
pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) atau teknik kuadrat terkecil (Sugianto
et al., 2022).

b. Fixed Effect Model (FEM)

FEM adalah model yang mengakui bahwa ada perbedaan antar entitas yang
dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam model ini, intercept dapat
berbeda untuk setiap entitas, tetapi slope dianggap sama. FEM menekankan pada
pengaruh tetap dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan
mengontrol variabel yang tidak terobservasi yang mungkin mempengaruhi hasil.
Dalam FEM, intercept bervariasi antar individu tetapi tidak bervariasi sepanjang
waktu. FEM menghilangkan efek dari variabel tetap yang tidak terobservasi dan
cocok untuk analisis di mana variasi antar individu penting. Model estimasi ini
sering disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variabel (LSDV) (Sugianto
et al. 2022)

c. Random Effect Model (REM)

Sugianto et al. (2022) model ini lebih sesuai untuk menganalisis data dengan
tingkat kompleksitas yang tinggi. Model ini mengestimasi data panel di mana
gangguan (error) dapat saling berkaitan baik antar waktu maupun antar individu.
Pada model REM, variasi intersep antar unit ditangani melalui error term
masing-masing entitas. Salah satu keunggulan model REM adalah
kemampuannya mengurangi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal
dengan istilah Error Component Model (ECM) atau menggunakan pendekatan
Generalized Least Squares (GLS).
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Untuk pemilihan model yang tepat, maka dilakukan beberapa uji sebagai berikut:
1. Uji Chow
Uji Chow bertujuan untuk menetapkan model regresi data panel yang paling
tepat, apakah CEM atau FEM. Ketentuan uji ini adalah:
a. Jika nilai probability dari Cross-section F dan Cross section Chi-square > o
(0,05) maka Ho diterima, dan model regresi yang dipilih adalah CEM.
b. Jika nilai probability dari Cross-section F dan Cross-section Chi-square < a
(0,05) maka Ho ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah FEM.
2. Uji Hausman
Uji Hausman bertujuan untuk menetapkan model regresi data panel yang paling
tepat, apakah FEM atau REM. Ketentuan uji ini adalah:
a. Jika nilai probability dari Cross-section random > a (0,05) maka Ho diterima
model regresi yang dipilih adalah REM.
b. Jika nilai probability dari Cross-section random < a (0,05) maka Ho ditolak
model regresi yang dipilih adalah FEM.
3. Uji Lagrange Multiplier
Uji Lagrange Multiplier menetapkan model regresi data panel yang paling tepat,
apakah REM atau CEM. Ketentuan uji ini adalah:
a. Jika nilai cross section Breusch-pagan > a (0,05) maka Ho diterima, sehingga
model yang paling tepat digunakan adalah CEM.
b. Jika nilai cross section Breusch-pagan < a (0,05) maka Ho ditolak, sehingga

model yang tepat digunakan adalah REM.
3.4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Sugianto et al. (2022), dalam penelitian sering ditemukan beberapa
masalah pada model, seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi. Oleh karena itu, diperlukan uji asumsi klasik untuk mengidentifikasi
dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Pelaksanaan uji asumsi klasik bertujuan
agar model regresi tidak bias dan parameter yang dihasilkan bersifat BLUE (Best
Linear Unbiased Estimator), meskipun tidak semua model memenuhi seluruh

kriteria uji asumsi klasik.



65

Berikut penjabaran masing-masing uji asumsi klasik:

A. Uji Normalitas
Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal. Salah satu
cara untuk mendeteksi normalitas adalah menggunakan Jarque-Bera test.
Kriteria pengujiannya adalah:
a. Jika nilai prob. > a (0,05), maka Ho diterima dan H, ditolak, artinya data
terdistribusi normal.
b. Jika nilai prob. < a (0,05), maka Ho ditolak dan H, diterima, artinya data

tidak terdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas
Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat kolinieritas di antara variable
independen dalam model. Ketika tingkat kolinearitas antarvariabel sangat
tinggi, estimasi yang dihasilkan cenderung tidak merefleksikan kondisi
sebenarnya. Untuk menilai ada atau tidaknya masalah tersebut dapat digunakan
Uji Variance Inflation Factor (VIF), dengan kriteria:
a. Jika nilai VIF < 10, maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas.

b. Jika nilai VIF > 10, maka mengindikasikan adanya multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian terhadap residual yang bertujuan

untuk mengetahui apakah residual bersifat homogen atau heterogen. Dalam

penelitian yang menggunakan metode OLS sebagai teknik estimasi, residual

diharapkan bersifat homogen. Kriteria untuk menilai hasil uji

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai probability > a (0,05), maka Hy diterima dan H, ditolak, artinya
tidak ada masalah heteroskedastisitas.

b. Jika nilai probability < a (0,05), maka Hoy ditolak dan H, diterima, artinya

ada masalah heteroskedastisitas.
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D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual

pada satu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Autokorelasi

menandakan bahwa residual regresi tidak independen antar pengamatan. Salah

satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin-

Watson test. Kriteria penilaian hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

1.

2
3.
4
5

Jika 0 < d < dL, maka terdapat autokorelasi positif.

Jika dL < d < dU, tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi.

Jika dU <d <4 - dU, tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.
Jika 4 - dU <d <4 - dL, tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi.
Jika 4 - dL < d < 4, terdapat autokorelasi negatif.

3.4.1.3. Uji Hipotesis

Sugiyono (2013) mendefinisikan hipotesis sebagai dugaan sementara yang diajukan

untuk

menjawab rumusan masalah penelitian. Pengujian hipotesis bertujuan

mengevaluasi kebenaran pernyataan tersebut secara statistik, sehingga dapat

diputuskan apakah pernyataan itu layak diterima atau harus ditolak. Uji hipotesis

bertujuan untuk memberikan dasar yang memungkinkan pengumpulan bukti berupa

data guna mengambil keputusan apakah suatu pernyataan atau asumsi yang

diajukan dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis yang digunakan antara lain:

A. Uji t (Pengaruh secara parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel

independen secara terpisah terhadap variabel dependen dalam penelitian.

Ketentuan pengujiannya adalah:

a.

Jika t-statistik > t-tabel, maka Ho ditolak, artinya variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

. Jika t-statistik < t-tabel, maka Ho diterima, artinya variabel independen tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, hipotesis uji-t adalah sebagai berikut:
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. Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan (X:)

Ho: B1 = 0, Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.
Hi: i > 0, Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan berpengaruh positif
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan (Xz)

Ho: B2 = 0, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan tidak berpengaruh
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.
Hi: B2 > 0, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan berpengaruh positif
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

. Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi (X3)

Ho: B3 =0, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi tidak berpengaruh terhadap
Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

H:: B3 > 0, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi berpengaruh positif
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X4)

Ho: B4 = 0, Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap
Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

Hi: B4 < 0, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap

Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

. Uji F (Pengaruh secara simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama —

sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk

melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap

variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji F

adalah sebagai berikut:

Jika nilai probabilitas F < 0,05 maka Ho ditolak dan H, diterima. Artinya
minimal satu variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen secara simultan.
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b. Jika nilai probabilitas F > 0,05 maka Ho diterima dan H, ditolak. Artinya,
seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Dalam penelitian ini, hipotesis uji-f adalah sebagai berikut:

Ho: B1 = B2 = Bs = 4 =0, maka Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja
Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, dan
Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan tidak berpengaruh signifikan

terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

Ha: Minimal satu § # 0, maka Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja
Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, dan
Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

C. Koefisien Determinasi (R?)

Widarjono (2018) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R?) berfungsi
untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variasi yang terjadi pada variabel dependen. Koefisien ini juga menunjukkan
seberapa baik garis regresi yang terbentuk. Nilai R? yang ideal adalah 1, yang
berarti seluruh perubahan pada variabel dependen dapat sepenuhnya
diterangkan oleh variabel independen yang digunakan dalam model. Dengan
rentang 0 < R? < 1, interpretasinya adalah sebagai berikut:

1. Nilai R? yang kecil atau mendekati nol menunjukkan kemampuan variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

2. Nilai R? yang mendekati satu menunjukkan variabel independen mampu

menjelaskan hampir seluruh variasi pada variabel dependen.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi

Pendidikan, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi

Ekonomi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pembangunan

Ekonomi Inklusif di 10 provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2018—2023, maka

dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1.

Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.

2. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.

3. Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan pada pada penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah daerah di wilayah Sumatera perlu mengevaluasi struktur alokasi
anggaran pendidikan dengan mengurangi dominasi belanja pegawai dan
meningkatkan proporsi belanja modal serta program-program strategis. Fokus
belanja sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran,
pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penyesuaian kurikulum dengan
kebutuhan pasar kerja, pemerataan sarana-prasarana pendidikan, dan
pemberian beasiswa untuk kelompok miskin, agar belanja pendidikan

memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.
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Pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan peningkatan anggaran sektor
kesehatan, khususnya pada pelayanan dasar yang menyasar kelompok miskin
dan daerah tertinggal. Efektivitas belanja harus ditingkatkan melalui program-
program pencegahan dan edukasi kesehatan agar masyarakat tidak hanya
bergantung pada pengobatan ketika sakit, memperluas jangkauan pelayanan di
wilayah perbatasan dan pedalaman, serta memperbaiki kualitas layanan yang

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu mempertahankan dan memperkuat alokasi anggaran
pada fungsi ekonomi, khususnya untuk program-program yang mendorong
peningkatan produktivitas sektor riil, penciptaan lapangan kerja, serta
penguatan UMKM. Agar dampaknya lebih inklusif, pelaksanaan program
harus diarahkan secara tepat sasaran kepada kelompok miskin, rentan, dan

wilayah tertinggal melalui pendekatan berbasis pemberdayaan.

Pemerintah daerah perlu menjadikan penurunan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) sebagai prioritas utama dalam upaya pembangunan ekonomi
yang inklusif. Strategi penciptaan lapangan kerja harus diarahkan tidak hanya
untuk memperbanyak jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan
pekerjaan yang tercipta bersifat layak, produktif, dan dapat diakses oleh
kelompok miskin, rentan, serta pencari kerja muda. Hal ini dapat dilakukan
melalui penguatan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar
kerja, penyediaan fasilitas pemagangan, sertifikasi kompetensi, dan dukungan

kewirausahaan.

Penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi kunci agar belanja pemerintah
lebih berdampak terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah daerah
perlu mengoptimalkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, memperbaiki
sistem pengawasan, serta melibatkan publik secara aktif dalam proses

perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan perluasan wilayah
studi ke seluruh Indonesia guna melihat variasi dampak antarwilayah.
Penelitian juga dapat menambahkan variabel kontekstual seperti kualitas

pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, atau efektivitas program sosial yang
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relevan. Kajian mendalam terhadap hubungan antarvariabel seperti interaksi
antara pendidikan dan pengangguran juga dapat memberikan pemahaman yang

lebih komprehensif.
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